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IMPLIKASI BUSINESSJUDGEMENT RULE SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIRI
PERSEROAN PERORANGAN

Fransiskus S.A Bagung®dan Khusnul Yagin?
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukdrm,
giobagung@gmail.comn

ABSTRACT

An individual company (Persero) is a legal entityose entire capital is owned by one owner. In ngni
his business, the founder of Persero acts as aammprgan that makes business decisions. These
business decisions often involve risk and unceraifio protect the founders of Persero from perkona
responsibility for their business decisions, inecessary to apply the business judgment rule idectr
The business judgment rule is a doctrine that ples/iegal protection for business decision makess i
company, as long as the decision is taken in gaitld, fbased on sufficient information, and is bedig to

be in the best interests of the company. The amjdic of business judgment rules in Persero has
important implications, including: 1) providing &#dom for founders to make risky business decisi@ps;
limit the founder's personal liability for compalogses; 3) encourage founders to act more professjo
and be careful in making decisions. However, thdieation of business judgment rules also needseto
balanced with the principles of good corporate goaece, such as transparency, accountability,
responsibility, independence and justice. In thég/mwlegal protection for the founders of the Compan
can be realized without sacrificing the interegtstber parties related to the company.

Keywords: Business judgment rules, individual companies (Persero)

PENDAHULUAN

Perseroan perorangan (Persero) merupakan suatukbeatan hukum yang
diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahuf7 2€entang Perseroan
Terbatas (UUPT). Persero memiliki karakteristikkudi mana seluruh modal perseroan
dimiliki oleh satu orang pemilik atau pendiri. Damg demikian, pendiri Persero
bertindak sebagai pemegang saham sekaligus orgesergan yang mengambil

keputusan bisnis.

Dalam menjalankan usahanya, pendiri Persero sedatigdihadapkan pada
situasi yang penuh dengan risiko dan ketidakpasKaputusan bisnis yang diambil
oleh pendiri dapat memberikan dampak signifikarhadap kelangsungan hidup

perseroan, baik dalam bentuk keuntungan maupumieeruOleh karena itu, diperlukan
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suatu perlindungan hukum bagi pendiri agar dapaigar@bil keputusan bisnis dengan

leluasa tanpa khawatir akan terkena tanggung jgnbhadi.

Salah satu doktrin hukum yang dapat memberikanngemgan hukum bagi
pendiri Persero dalam mengambil keputusan bisngahdbusiness judgement rule.
Doktrin ini berasal dari yurisprudensi hukum pehasn di Amerika Serikat dan telah
diadopsi oleh banyak negara, termasuk IndonesisinBss judgement rule memberikan
perlindungan hukum bagi pengambil keputusan bidalam suatu perseroan, asalkan
keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, &sadkan informasi yang cukup, dan

diyakini untuk kepentingan terbaik perseroan.

Penerapan business judgement rule dalam kontekserBemenjadi sangat
penting mengingat pendiri bertindak sebagai sainya pemegang saham sekaligus
pengambil keputusan bisnis. Tanpa adanya perliratuhgkum, pendiri Persero dapat
menghadapi risiko tanggung jawab pribadi yang begmbila keputusan bisnisnya
mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Hal ini dapambuat pendiri menjadi lebih
berhati-hati dan cenderung menghindari risiko, ypada akhirnya dapat menghambat

pertumbuhan dan perkembangan perseroan.

Dengan adanya perlindungan hukum dari businessemdgt rule, pendiri
Persero diharapkan dapat lebih leluasa dan beedamdmengambil keputusan bisnis
yang berisiko, namun juga tetap berhati-hati databggung jawab. Pendiri tidak perlu
khawatir akan terkena tanggung jawab pribadi atesudian perseroan apabila
keputusan bisnis yang diambil memenuhi persyarbtasiness judgement rule, yaitu
diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasng cukup, dan diyakini untuk

kepentingan terbaik perseroan.

Namun, penerapan business judgement rule juga hdirogangi dengan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang bado@ocorporate governance) agar tidak
terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan yeerggikan pihak-pihak lain yang
terkait dengan perseroan. Prinsip-prinsip tersebeliputi transparansi, akuntabilitas,
tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Denganenapkan prinsip-prinsip ini,
perlindungan hukum bagi pendiri Persero dapat didkgn tanpa mengorbankan
kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengarsgr®an, seperti kreditur, karyawan,

dan masyarakat sekitar.
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Selain itu, penerapan business judgement rule figas mempertimbangkan
batasan-batasan tertentu agar tidak disalahgunalkeinpendiri. Misalnya, keputusan
bisnis yang diambil harus benar-benar terkait dengggiatan usaha perseroan dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-gadayang berlaku. Pendiri juga
harus memastikan bahwa keputusan bisnis tersedubdidengan mempertimbangkan

informasi yang cukup dan relevan, serta tidak medgag konflik kepentingan pribadi.

Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai umekherapan business
judgement rule, diharapkan pendiri Persero dapateban aktif dalam mengembangkan
usahanya tanpa khawatir akan terkena tanggung javilaédi yang berlebihan. Hal ini
pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekordani menciptakan lapangan
kerja baru melalui keberadaan Persero sebagai sakahbentuk badan usaha yang

diakui di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penyustesas ini adalah penelitian
yuridis normatif (metode penelitian hukum normatifyletode penelitian yuridis
normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yatakukan dengan cara meneliti
bahan-bahan pustaka atau data sekunder belakaaemgnggunakan metode berpikir
deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulamg ditarik dari sesuatu yang
sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia beaar kesimpulan itu ditujukan
untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

PEMBAHASAN

Apa Karakteristik Business Judgement Rule Pendiri Persroan Perorangan Yang
Mencer minkan Aspek Good Cor por ate Gover nance?

Karakteristik business judgement rule bagi peréaiseroan Perorangan (Persero)
yang mencerminkan aspek good corporate governaapa dijelaskan sebagai berikut
:Business judgement rule mensyaratkan bahwa kegutbssnis yang diambil oleh

pendiri Persero harus dilandasi oleh itikad badofffaith). Artinya, pendiri tidak boleh
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mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi pthak-pihak tertentu saja, tetapi
harus demi kepentingan terbaik perseroan. Hal imingarminkan prinsip good
corporate governance, yaitu tanggung jawab (redipiting dan keadilan (fairness).

Keputusan bisnis yang dilindungi oleh business gmdgnt rule harus diambil
berdasarkan informasi yang cukup dan relevan {@méar basis). Pendiri Persero harus
melakukan analisis yang mendalam dan mempertimlaanglerbagai aspek sebelum
mengambil keputusan. Hal ini mencerminkan pringpdycorporate governance, yaitu
transparansi (transparency) dan akuntabilitas (adedility).

Business judgement rule mensyaratkan bahwa keputisais yang diambil oleh
pendiri Persero harus diyakini untuk kepentingahai perseroan (best interest of the
company). Artinya, pendiri harus mengesampingkaopekéngan pribadi atau pihak-
pihak tertentu dan mengutamakan kepentingan pensesecara keseluruhan. Hal ini
mencerminkan prinsip good corporate governance,tuyaianggung jawab
(responsibility) dan kemandirian (independence)alpln tidak secara eksplisit
disebutkan dalam business judgement rule, keputbisas yang diambil oleh pendiri
Persero seharusnya tidak mengandung konflik kepgemi (no conflict of interest).
Pendiri harus mengambil keputusan secara objeldii tidak dipengaruhi oleh
kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. kel mencerminkan prinsip good
corporate governance, yaitu keadilan (fairness)kgamandirian (independence).

Dalam menerapkan business judgement rule, pendimseo harus memastikan
bahwa keputusan bisnis yang diambil tidak melanggaaturan perundang-undangan
yang berlaku (compliance). Kepatuhan terhadap hukiam peraturan yang berlaku
merupakan salah satu aspek penting dalam goodrabepgovernance.

Dengan memenuhi karakteristik-karakteristik ter$ebpenerapan business
judgement rule bagi pendiri Persero tidak hanya bezikan perlindungan hukum
dalam mengambil keputusan bisnis, tetapi juga nremokan aspek-aspek good

corporate governance yang penting bagi keberlamgsudan pertumbuhan perseroan.

Bagaimana Implikasi Business Judgement Rule Sebagai Bentuk Perlindungan
Hukum Pendiri Perseroan Perorangan ?

Business judgement rule memberikan perlindungarummukagi pendiri Persero
dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko.g@enadanya perlindungan ini,

1223



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 1, 2024

pendiri dapat lebih leluasa dan berani dalam mebgamputusan bisnis yang inovatif
dan mengandung unsur risiko, asalkan keputusaabigrsliambil dengan itikad baik,
berdasarkan informasi yang cukup, dan diyakini kilkepentingan terbaik perseroan.
Tanpa adanya perlindungan hukum, pendiri dapat aderlgbih berhati-hati dan
cenderung menghindari risiko, yang pada akhirnymtmenghambat pertumbuhan dan
perkembangan perseroan.

Business judgement rule juga membatasi tanggunghjgwibadi pendiri Persero
atas kerugian yang mungkin timbul akibat keputub@mnisnya. Selama keputusan
bisnis tersebut memenuhi persyaratan business quelgerule, pendiri tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atasgiken yang dialami perseroan. Hal
ini mencegah pendiri dari risiko kehilangan kekayaaibadi akibat kerugian bisnis
yang tidak disengaja atau di luar kendalinya.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh businesggoent rule mendorong
pendiri Persero untuk bertindak lebih profesionah derhati-hati dalam mengambil
keputusan bisnis. Pendiri akan lebih memperhatéspek-aspek seperti itikad baik,
informasi yang cukup, dan kepentingan terbaik peese sebelum mengambil
keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas perglan keputusan bisnis dan
meminimalkan risiko kesalahan atau kelalaian yaegugikan perseroan.

Namun demikian, penerapan business judgementugé&éharus diimbangi dengan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang badoggcorporate governance), seperti
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemand dan keadilan. Hal ini untuk
mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakannyangyikan pihak-pihak lain
yang terkait dengan perseroan, seperti kredituyakean, dan masyarakat sekitar.

Selain itu, penerapan business judgement rule pgRdu mempertimbangkan
batasan-batasan tertentu agar tidak disalahgunalkenpendiri. Misalnya, keputusan
bisnis yang diambil harus benar-benar terkait denggiatan usaha perseroan dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-gadayang berlaku. Pendiri juga
harus memastikan bahwa keputusan bisnis tersedunbdidengan mempertimbangkan
informasi yang cukup dan relevan, serta tidak medgag konflik kepentingan pribadi.

Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai ungleherapan business
judgement rule, diharapkan pendiri Persero dapgtehban aktif dalam mengembangkan
usahanya tanpa khawatir akan terkena tanggung jawlaédi yang berlebihan. Hal ini
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pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekordani menciptakan lapangan
kerja baru melalui keberadaan Persero sebagai sakahbentuk badan usaha yang
diakui di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Business judgement rule memberikan perlindungamuimukepada pendiri persero
dalam mengambil keputusan bsinis beresiko dengambai@si tanggung jawab
pribadinya atas kerugian perseroan, selama putdisanbil dengan itikad baik,
berdasarkan informasi cukup, dan untuk kepentimgaseroan. Perlindungan ini
memungkinan pendiri bertindak lebih leluasa dandoesmng pertumbuhan usaha.

2. Namun, penerapan business judgement rule harusahign prinsi-prinsip good
corporate governance seperti transparansi, akuitdabikepatuhan hukum, dan
tidak adanya konflik kepentingan untuk mencegatypmgunaan wewenang serta

melindungi kepentingan pihak-pihak terkait lainnya.
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| Made Sukartha® dan Tanudjaja’
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imadesukartha_2301@yahoo.cotanudjaja@narotama.acid

ABSTRACT

Taxes are people's contributions to the stateurgdsmsed on law, so they can be imposed withadivang direct
compensation. The main aim of taxes is to incregse income to improve people's welfare so thafuhction of
tax criminal sanctions is a preventive tool so thetpetrators of tax crimes do not violate tax raritowever, in
the implementation of tax collection there are alsvthose who commit violations, such as in the cddand and
building tax violations. In the law enforcement pess, not everyone understands tax criminal sarsctad their
legality. For this reason, this paper aims to dbsdhe enforcement of tax criminal law sanctiond their legality.
This paper uses a normative juridical method, ngnttelough literature study with data sources in fiwen of
statutory regulations, court decisions, as wellaascles or other reading materials related to tiarawith a
qualitative descriptive approach and concludeslegality of enforcing tax criminal sanctions in aodance with
the Law on General Provisions and Procedures. iexdumber 28 of 2007. The two witnesses provided t
Taxpayers to comply with tax obligations becausel#w enforcement process for violations of Land Building
Tax is in accordance with the legal provisions fatpd in the Law.

Keywords. Law Enforcement, Legal Sanctions, Legality of law, Tax Law

PENDAHULUAN
L atar Belakang

Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yangridtkay didalamnya mempunyai fungsi
penting dalam membangun masyarakat adil dan makmrdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bagi mereka yaegperoleh manfaat dari bumi dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karenadapat sesuatu hak dari kekuasaan
negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatag diperolehnya kepada negara melalui
pembayaran pajak.Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adarymgan dana terutama
yang berasal dari dalam negeri, jadi pada sekigrdnerimaan dalam negeri sangat diperlukan.

Demikian penting pajak bagi Negara, maka pemungytadidasarkan pada ketentuan Undang-

' Tim Penyusun, Pajak Bumi dan Bangunan, Modul, Usitas Gunadarma, Jakarta, 2007, him. 25.
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undang Dasar NKRI Tahun 1945 bahwa segala pajaklkuképerluan negara berdasarkan
Undang undang.Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara lakd@msundang-undang, jadi
dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balasgaaeadangsung. Pajak dipungut penguasa
berdasarkan norma norma hukum untuk menutup bieduRsi barang-barang dan jasa kolektif
untuk mencapai kesejahteraan umum. Salah satu pejak yang ada adalah Pajak Bumi dan
Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan memgbaik yang dimiliki, diperoleh
kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnyatad#dang Undang Nomor 12 Tahun
1985 yang terakhir telah diubah menjadi Undang dgddomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dale@mbayar pajak merupakan posisi
strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Pajak BunBaagunan, sangat diperlukan suatu
perangkat hukum yang kuat. Hal ini dimaksudkan &gdakan penagihan mempunyai kekuatan
hukum yang memaksa, sehingga tujuan dari pelaksamnadakan penagihan berupa pencairan
tunggakan dapat tercapai. Untuk itu diharapkan kemen yang lebih pada keseimbangan antara
kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak danraegaseimbangan yang dimaksud berupa
pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belak gdrag tidak berat sebelah atau memihak,
adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata atueang yelas dan sederhana serta memberikan
kepastian hukum.

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara metukiayai pembangunan nasional
dalam praktiknya banyak terjadi pelanggaran hukubiding perpajakan oleh para wajib Pajak
berupa kealpaan (culpa) maupun kesengajaan (dohisk tidak menyetorkan pajak ke kas
negara sehingga terjadi kerugian terhadap penanmagara yang mengakibatkan negara tidak

mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Sebagai contoh kasus yang diteliti penulis adakdu& pelanggaran pajak dengan Putusan
PN PUWAKARTA Nomor 212/Pid.B/2012/PN.PWK, Tanggal RDlesember 2012 atas WP
BENNY SETIAWAN, di Tingkat Proses Pertama, tentafigsifikasi Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sebagai Tindak Pidana Perpajakamg ydiperkuat dengan Putusan
MAHKAMAH AGUNG Nomor 931 K/Pid.Sus/2013, Tanggal 22ei 2013 pada Tingkat Proses

% Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945,Pasal 23 iajuf
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Kasasi. Dalam amar putusan menyebutkan bahwa: nakaya terdakwa secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana daatutikan sanksi pidana kepada yang
bersangkutan dengan pidana penjara selama selanfsatd) tahun dan denda sebesar
Rp9.840.177.108,00 (sembilan milyar delapan ratopag puluh juta seratus tujuh puluh tujuh

ribu seratus delapan rupiah) dengan ketentuan lapdbnda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, seetzetapkan masa penahanan yang telah
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari palgang dijatuhkan.

Atas keputusan pidana ini, penulis ingin melakukafan terhadap legalitas penerapan
sanksi hukum atas pelanggaran pajak bumi dan bangtinindonesia, agar masyarakat umum

memahami resiko dan pertanggungjawaban hukum atasggaran yang dilakukan.

Tegaknya prinsipselfassessment system pada sistem perpajakan Indonesia  untuk
meningkatkan kepatuhan sukarel@x(compliance) dari WP sangat dibutuhkan adanya
penegakkan hukum perpajakaax(law enforcement) meliputi pemeriksaan pajaktak audit),
penyidikan pajaktéx investigation), dan penagihan pajakak collection) Menurut Eddy O.S.
Hiarej menyatakan bahwa aparat penegak hukum tekrakim yang memutus perkara, baik
pada peradilan pajak maupun peradilan umum camatutnkarena tidak adanya parameter yang
jelas dalam menegakkan hukum pajak, mana yang mlesinpperkara administrasi dan mana
yang merupakan tindak pidafhadrianto Dwi Nugroho berpendapat serupa bahwa bgda
Undang KUP belum memberikan kepastian hukum meaigeerbuatan-perbuatan WP yang

mana saja yang akan dikenakan sanksi adminisasyahg akan dikenakan sanksi pidana.

Politik hukum pidana dalam pemidanaan terhadapkpetandak pidana perpajakan di
Indonesia berorientasi pada pendapatan negara ggehisanksi pidana dan pemidanaan
dibutuhkan. Sanksi pidana dan pemidanaan terselmmtipmkan jaminan bahwa ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan akan kipddengan kata lain, sanksi pidana

® Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik IndoneBiatusan No.931K/Pid.Sus/2013, Tanggal 22 Mei 2013
tentang Tindak Pidana Perpajakan

* Eddy O.S Hiariej, “Penegakkan Hukum Pidana Pajakriuim Remedium ataukah Primum Remedium?”, Seminar
Ultimum Remedium : Dari Sisi Hukum Pidana dan Huk&sddministrasi Negara, Yogyakarta, 2018, him.1

> Adrianto Dwi Nugroho, Hukum Pidana Pajak IndoneSiira Aditya Bakti, Bandung, 2010, him. 23
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perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) pgiaku tindak pidana perpajakan tidak

melanggar norma perpajakan.

Dalam praktik penegakkan hukum untuk meningkatkepakuhan WP maka masyarakat
umum perlu memahami tentang legalitas penegakaksisémukum pidana perpajakan atas
pelanggaran terhadap pembayaran pajak bumi danubangdan sanksi apa yang dapat

dikenakan atas pelanggaran terhadap ketentaundzergiundangan yang berlaku.
Rumusan M asalah

1. Apa legalitas sanksi hukum pidana terhadap pelaaggatas Pajak Bumu dan

Bangunan?

2. Apa sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadapbwagjak yang melakukan
pelanggaran terhadap Pajak Bumi dan Bangunan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, ganerupakan bagian dari Penelitian Hukum
kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan Rustaki yang dinamakan Penelitian Hukum
normatif, dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primgrumaekundet. Sumber data

yang digunakan dalam penelitian ini, adalah datarsger yang mencakup bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dagakan adalah studi kepustakaan
dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah deelgasumber data dalam hubungannya
dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai sdmiksim atas pelanggaran pembayaran
pajak bumi dan bangunan berdasarkan Perundang-gemati Indonesia. Studi Komparasi

(comparative research), dilakukan dengan cara mednhbgrbandingkan teori maupun fakta
yang ada, untuk mendapatkan kesimpulan-kesimputarg ylapat dijadikan pegangan dalam

penelitian ini.

® Simon Nahak, Hukum Pidana Perpajakan, Setara Aviedang, 2014, him. 34
’ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian HulNmrmatif, Rajawali, Jakarta, 1985, him. 14.

® Bachrul Amiq, Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaaraigan Daerah, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
him. 15
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PEMBAHASAN
A. Legalitashukum terhadap pelanggaran atas Pajak Bumu dan Bangunan

Dalam doktrin hukum, peraturan perundang-undangamgemai pajak termasuk ranah
hukum administrasi negara sehingga problem hukung yauncul terkait dengan pelanggaran
peraturan perpajakan dan penegakan hukumnya ddakuohkelalui mekanisime penyelesaian
hukum administrasi. Meskipun termasuk hukum adnresg peraturan perundang-undangan
tentang pajak memiliki ciri yang berbeda denganunukadministrasi yang lain, karena sifat
hukum pajak adalah memberikan wewenang secareképeda negara untuk memungut pajak
dari wajib pajak. Negara memiliki wewenang untuknemukan wajib pajak dan memaksa
kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Meskipun negara memiliki wewenang yang luas, cdrakum administrasi dan peraturan
perundang-undangan tentang perpajakan memberikagy hagi wajib pajak untuk mengajukan
keberatan terhadap pajak dibebankan kepada wagk parena ada dugaan terjadinya kesalahan
dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkiéka tidak dapat selesaikan, maka
perselisihan mengenai perhitungan pajak tersebkendl sebagai sengketa pajak, dapat
diajukan ke Pengadilan Pajak. Undang-Undang Noror 1 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak dalam Pasal 1 angka 5 menentukan:

“Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalatan perpajakan antara Wajib

Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yangermsarg sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan bgnaliau gugatan kepada Pengadilan
Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangamjglap, termasuk gugatan atas
pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-UndaragiPam Pajak dengan Surat
Paksa”.

Mekanisme penyelesaian persengketaan pajak tersedruinjukkan kuatnya corak hukum
adminisitrasi dari persengketaan perpajakan sehipggsoalan hukum adminisirasi perpajakan
diselesaikan melalui mekanisme hukum adminisitdasigan pejabat publik yang bersangkutan
dan jika tidak dapat diselesaikan, dapat diajukarPkngadilan Pajak. Keberadaan Pengadilan

Pajak yang diberi wewenang menyelesaikan senglgai#t,berfungsi sebagai:

1) Mencegah dan mengontrol kemungkinan terjadingayglahgunakan wewenang dalam

perhitungan pajak;
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2) Menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajakngenai pajak yang harus

dibayarkan;
3) Meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenakpaag harus dibayarkan.

Mengingat perhitungan pajak sebagai titik awal &etay pajak dan segala bentuk
pelanggaran hukum di bidang pajak yang melibatkaa mlhak yaitu petugas pajak dan pihak
wajib pajak, maka titik rawan terjadinya penyimpangtau pelanggaran hukum adalah pada
hubungan antara kedua pihak tersebut. Dengan dmmikeberadaaan Pengadilan Pajak yang
independen, objektif, transparan, dan profesionatlak diperlukan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan sekaligus menjadi pintu masuk kumhendeteksi gelagat terjadinya

penyimpangan atau pelanggaran hukum lain dalantpedan pajak dan pembayaran pajak.

Bagi wajib pajak yang beriktikad baik membayar paasuai dengan kewajibannya, adanya
Pengadilan Pajak dapat memberikan jaminan kepaktikom mengenai jumlah pajak yang
harus dibayarkan, sebaliknya wajib pajak yang tidamiliki iktikad baik untuk membayar
pajak, melalui Pengadilan Pajak dapat dipergunaaagai bentuk upaya untuk mengurangi

jumlah pajak yang harus dibayar.

Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dempgaaturan perundang-undangan di
bidang pajak dapat dikenakan sanksi sesuai deniggkat pelanggarannya yakni dari sanksi
administrasi, sanksi pidana administrasi, sampaigade sanksi pidana umum. Sedangkan
petugas pajak yang menyalahgunakan wewenangnyat diienakan sanksi berdasarkan
undang-undang di bidang perpajakan dan sanksi hugigd@ana umum. Dengan demikian,
keberadaan sanksi hukum bagi pelanggar peraturangeng-undangan pajak diperlukan guna
mendorong semua pihak, baik pihak wajib pajak detugas pajak, beriktikad baik menaati

peraturan perundang-undangan di bidang pajak.

Sebagaimana diiuraikan sebelumnya, corak hukum rasimaisi yang khusus dari hukum
pajak, keberadaan sanksi administrasi diperlukan wagjib pajak sejak dini diperingatkan untuk
memenuhi kewajibannya secara administrasi memerkgwajibannya membayar pajak.
Kewajiban untuk memenuhi persyaratan administrasi gengenaan sanksi administrasi kepada
pihak yang mengabaikannya adalah bentuk penerapdsisadministrasi dan memiliki kekuatan

hukum yang mengikat. Kepada wajib pajak yang ticemenuhi persyaratan administrasi dan
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telah diperingatkan dan dikenakan sanksi admirmsistraenurut hukum pidana, dapat dijadikan
indikator apakah wajib pajak memiliki iktikad ba#tau iktikad tidak baik untuk memenuhi
kewajibannya membayar pajak.

Pengenaan sanksi administrasi kepada wajib pajak agenaati ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur bidang adminigieagsajakan selanjutnya menjadi dasar
penentuan perbuatan melawan hukum dan kesalaham dalkum pidana apabila wajib pajak
tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukdang Sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 8 ayat (3) yang intinya bahwa walaupun teliggkukan tindakan pemeriksaan, tetapi
belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adawetadakbenaran yang dilakukan wajib
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terHed@makbenaran perbuatan wajib pajak
tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabilajilw pajak dengan kemauan sendiri
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersiEmgan disertai pelunasan kekurangan
pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutasgrtbesanksi administrasi berupa denda
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jupdgak yang kurang dibayar.

Dengan demikian, wajib pajak yang melanggar ketentsebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sakaliplah dilakukan pemeriksaan dan wajib
pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekafiglunasi jumlah pajak yang sebenarnya
terutang beserta sanksi administrasi berupa destassar 150% (seratus lima puluh persen) dari
jumlah pajak yang kurang dibayar, terhadapnya tidk&n dilakukan penyidikan. Namun,
apabila telah dilakukan tindakan penyidikan danammyla penyidikan tersebut diberitahukan
kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk membetsédiri sudah tertutup bagi wajib pajak
yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 188®ndang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 200&rig Ketentuan Umum Tata Cara
Perpajakan mengatur tentang kesalahan/pelanggatam gberpajakan serta sanksi hukumnya.
Sedangkan Pasal 39 mengatur tentang sanksi hulasnpalanggaran terhadap ketentuan hukum
perpajakan.

B. Sanks terhadap pelanggaran atas Pajak Bumi dan Bangunan
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Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketemgaamdang-undangan perpajakan
norma perpajakan akan ditaati. Sanksi perpajakampakan alat pencegah agar wajib pajak

tidak melanggar norma perpajakan.

Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannydtyaintuk membayar pajak bumi dan
bangunan. Maka akan menimbulkan kerugian terhadaprpnaan Negara. Dan perbuatan yang
dilakukan oleh wajib pajak yakni tidak melakukamwigibannya untuk membayar Pajak Bumi
dan Bangunan tentunya telah bertentangan dengamngnthdang yang berlaku dan
bertentangan dengan kewajiban hukum wajib pajakn [Parbuatan tersebut merupakan
perbuatan yang melawan hukum. Adapun menurut PE3@b KUH Perdata, maka yang
dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adakltugian yang melawan hukum yang
dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya tetatimbulkan kerugian bagi orang lain.
Dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerutganukuran penilaiannya dengan uang
dapat diterapkan secara analogis. Dengan demilpanghitungan ganti kerugian dalam
perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkag@mya tiga unsur yaitu biaya,
kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yargyagikan (bunga). Dan kerugian itu
dihitung dengan sejumlah uang. Sanksi hukum tegh@dgak bumi dan bangunan terdiri dari
tiga, antara lain sanksi sosial, sanksi administtes sanksi pidana, yang dapat diuraikan oleh

penulis sebagai berikut:
1. Sanks Sosial :

Sanksi sosial yang diberikan hanya khusus berlaktukujenis pajak tertentu. Salah satu
jenis pajak yang efektif untuk diberikan sanksiiglobagi para pengemplangnya adalah Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini timbul karenaeseang memiliki sebuah rumah atau
bangunan yang dikenai pajak. Yang menjadi obyek B8&ah bumi dan bangunan. Pengertian
bumi (tanah dan perairan), serta tubuh bumi (yargda di bawah permukaan bumi). Dan yang
dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi telaml Witanamkan atau diletakkan secara
tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Ri&plmolonesia. Kesepakatan tentang sanksi
sosial yang akan diberikan kepada mereka yang #&ai tidak mau membayar PBB harus

merupakan kesepakatan bersama di daerah tersdboggee berlaku semacam hukum adat.
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Sanksi sosial terpisah dari sanksi administrasi lderenanya lebih bersifat teguran, sindiran,

peringatan, dan membuat malu bagi yang terkenasssogial.

2.

Sanks Administrasi

a.

Apabila wajib pajak terlambat mengembalikan SPO® s#delah ditegur secara tertulis,
SPOP tidak disampaikan juga sebagaimana ditentdd@am surat teguran, maka wajib
pajak akan ditagih pokok pajaknya ditanbah dengarks administrasi berupa denda
25 persen dari pajak terutang.

Apabila wajib pajak mengisi SPOP tidak sesuai dengaadaan/kenyataan yang
sebenarnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan t@fiogsar pajak terutang lebih kecil
dari perhitungan data yang sebenarnya. Maka waijakpakan ditagih dengan jumlah
selisih pajak terutang ditambah dengan sanksi adirasi sebesar 25% dari selisih
tersebut.

Apabila wajib pajak tidak membayar/kurang bayamakdgrutang setelah jatuh tempo.
Maka wajib pajak akan ditagih sebesar jumlah yaelrh dibayar ditambah denda

administrasi sebesar 2 persen sebulan.

Sanks Pidana

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialajardanenggunakan hukum pidana

dengan sanksinya yang berupa pidana. Sanksi pitariazersifat lebih tajam dibandingkan

dengan sanksi dalam hukum perdata maupun dalammhw@dministrasi. Menurut Roeslan

Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan inijliteruatu nestapa yang segaja ditimpakan

negara pada pembuat delik itu. Hal ini sesuai dengarnyataan Van Bemmelen yang

menyatakan menentukan hukum sanksi pidana terh@elapggaran peraturan larangan. Sanksi

itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan pétader dengan sengaja. Jadi suatu tujuan lain

dalam menjatuhkan pidana itu. Menurut Alf Rossncept of punishment bertolak pada dua

syarat atau tujuan:

1.

2.

Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaanad@p orang yang bersangkutan

(punishment is aimed at implicing suffering upon the person upon whomit is imposed);

Pidana merupakan suatu pernyataan penceldeadégr perbuatan sipelakihg punishment

isan expression of disapproval of the action for which it isimpossed).
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Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatedég pajak bumi dan bangunan diatur
dalam UU PBB 1985 yang menyebutkan bahwa yang mlk#ak pelanggaran baik secara
sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakani.sKaksu wajib pajak sudah dikenakan
sanksi administrasi tidak boleh dikenakan lagi sankdana, kecuali apabila wajib pajak
melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang damyebabkan kerugian yang relatif besar
pada negara. Wajib pajak yang terbukti karena kealpya jadi menimbulkan kerugian pada

negara, dalam hal:

1. Tidak mengembalikan SPOP.
2. Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak betaar ttdak lengkap.

Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 6 buban ggnda setinggi-tingginya 2 kali
pajak yang terutang. Dan wajib pajak yang terbuktiena kesengajaanya jadi menimbulkan

kerugian pada negara, dalam hal:

1. Tidak mengembalikan SPOP.
2. Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak bdaartidak lengkap.
3. Memperlihatkan surat atau dokumen palsu.

4. Tidak menyampaikan surat atau dokumen yang dipanluk

Sanksi pidananya, penjara selama-lamanya 2 talundanda setinggi-tingginya 5 kali lipat

pajak terutand.

Adapun dalam kasus Wajib Pajak Benny Darmawanksgddrektur Perusahaan PT. TUBS
DEVELOPMENT yang bergerak dalam bidang pengembavwgkan Perumahan Kota Permata
di Purwakarta terdaftar sebagai Wajib Pajak di #&arPelayanan Pajak (KPP) Pratama
Purwakarta dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPL482407.9-409.000 dan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah melakukan penjpataluk rumah hunian dengan berbagai
tipe diantaranya tipe 24/60, tipe 30/72, tipe 36i@fyga tipe 95/200 kepada para pembeli dan
telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) darieli rumah diantaranya kepada saksi Is
Kundari dan saksi Gunarto Tjiptoyuwono hingga palgo rumah pada tahun 2008 sejumlah
Rp16.203.700.050,00 (enam belas milyar dua ragjasjtita tujuh ratus ribu lima puluh rupiah).

° Sumyar, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Btina Jaya, Yogyakarta, 2004, him. 23-24
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Oleh karena penjualan rumah masa PPN tahun 2008\sdy dan selaku Pengusaha kena pajak,
secara terang-terangan tidak melakukan kewajibaonyi#& membayar pajak tahun pajak 2008
dan tahun pajak 2009. Terdakwa selaku Direktur dtarRerusahaan PT. TUBS
DEVELOPMENT bertanggungjawab atas tidak disampaikanSPT Tahunan PPh WP Badan
tahun 2008 dan SPT Masa PPN masa pajak bulan Jaamapai dengan Agustus 2008 dan
Januari sampai dengan September 2009, denganakatpajak PPN yang telah dipungut tidak
dilaporkan dalam mas&PT Masa PPN dan tidak disetorkan ke Kas NegarharGenya
kewajiban melaporkan SPT Masa PPN dipenuhi setiaglanbnamun kenyataannya tidak
dilakukannya. Bahwa akibat perbuatan yang bersaagkyang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajibannya maka Negara mengalami kerugian keuapgala pendapatan Negara sebesar
Rp9.840.177.108,00 (sembilan milyar delapan ratogag puluh juta seratus tujuh puluh tujuh
ribu seratus delapan rupiah). Hasil Keputusan MatakeAgung sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY SETIAWAN terbukti secaah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Mewpgkan Surat Pemberitahuan
Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapdg¢gara” sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c8\daghun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atau Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketantlmum dan Tata Cara Perpajakan
dalam surat dakwaanPrimair

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidamgape selama 1 (satu) tahun dan
denda sebesar Rp9.840.177.108,00 (sembilan miblapan ratus empat puluh juta seratus
tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah) denketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selamag8)(bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Rwedalikurangkanseluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan.

KESIMPULAN

1. Rumusan sanksi administrasi dan sanksi pidana aeli@gar penerapan asas legalitas
dalam tindak pidana perpajakan sesuai Undang-UnNangpr 28 Tahun 2007 tentang KUP
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tal@3 TTentang Ketentuan Umum
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Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang tujuannyau yagénumbuhkan kesadaran Wajib
Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan karem@es penegakkan hukum masih
menemukan kendala yaitu adanya pelanggaran terhadgk bumi dan bangunan.
Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1688 ndang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 200&rg Ketentuan Umum Tata
Cara Perpajakan mengatur tentang kesalahan/pelangdalam perpajakan serta sanksi
hukumnya. Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dahakan terhadap pajak bumi dan
bangunan diatur dalam UU PBB 1985 yang menyebutkahwa yang melakukan

pelanggaran baik secara sengaja maupun karenakeaagan dikenakan sanksi

Atas pelanggaran terhadap penyelesaian pajak bambangunan seperti sebagaimana yang
dilakukan olehWajib Pajak Benny Setiawan, dinyatakan secara saih rdeyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkakssgndana kepada yang bersangkutan
dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tlmudenda sebesar Rp9.840.177.108,00
(sembilan milyar delapan ratus empat puluh jutatser tujuh puluh tujuh ribu seratus
delapan rupiah) dengan ketentuan apabila dendabtdrdidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta mpkata masa penahanan yang telah

dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari padgang dijatuhkan.
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TANGGUNG JAWAB NOTARISTERHADAP SERTIFIKAT
HAK ATASTANAH YANG HILANG AKIBAT PENCURIAN
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Jeffri Qumarudin® dan Rusdianto Sesung
Universitas Narotama, Surabaya
jeffriqumarudin@gmail.corn, Rusdiantosesung@gmail.com

ABSTRACT

A notary is an official who has the authority tokmaauthentic deeds. The authentic deed itself fomstas the
most perfect piece of evidence in court, in thenéwd preservation of related rights and obligasiowith the
authority granted by law and the trust of the peaarved through legal traffic, it cannot be derilet in the
process of transferring names, you will certaidgaive a mandate from the applicant to keep thtificate of
titte to the land. In this research, the authorlyaes the authority and responsibilities of Notarie storing
certificates of land rights lost due to theft. Tpe of research used is normative juridical ordily research.
The approach method is a statutory-regulatory agrowhich means the approach is carried out bynaxag
all laws and regulations related to the legal idseiag handled. Basically, the notary himself doeshave the
authority to store land title certificates. Thisitatle is a form of neutral attitude that the ngthas towards the
parties to ensure legal certainty and protectionthat the notary indirectly assumes responsibititystoring
land title certificates, including the obligatiom $afeguard the certificates, with the trust gikgrthe parties. So
that the Notary's form of responsibility must beriel out in accordance with the provisions of &ldi1706 of
the Civil Code (BW), which regulates that the Ngtar also required to maintain and guard the Gezti€. The
notary is obliged to compensate for damage or dddand title certificates as reflected in Articl®94 of the
Civil Code (BW). Thus, the notary's responsibifidy land title certificates lost due to theft camdarried out in
the form of compensation in the form of a replacenoertificate.

Keywords: Liability, theft, replacement certificate

PENDAHUL UAN

L atar Belakang

seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atasysqeda jasa agar
mewujudkan kepastian hukum dalam ketertiban dardindangan hukum yang
berlandasan kebenaran serta keadilan maka damahplih dengan melalui akta
otentik yang dibuat di notaris. Notaris adalaljapat umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenandainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang- undang ini atau berdasatkatang-undang lainnya.
maknanya akta otentik digunakan sebagai alat bytig paling sempurna di

! Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5491
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pengadilan karena merupakan alat bukti terkuattdggenuhi dalam setiap perkara
yang terkait dengan akta notaris tersebut. sehipgganan notaris dapat membantu
menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakaj bersifat pencegahan dari
adanya sengketa hak dan kewajiban seseorang dalamrmh

Undang-Undang sendiri sudah mengatur dan membekigagrcayaan kepada
Notaris untuk memberikan dan menjamin adanya rapadtian hukum bagi warga
masyarakat. sehingga masyarakat juga harus patutgy@a bahwa akta Notaris yang
diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum pagp nasabah atau pengguna
jasa Notaris. karena kewenangan yang diberikan dleidang-Undang dan
kepercayaan dari masyarakat yang dilayani menjadardtugas dan fungsi Notaris
dalam lalu lintas hukum.

Adanya tindakan notaris dalam menerima penyimpasstifikat hak atas
tanah merupakan bentuk sikap netral notaris teghgdeia pihak untuk menjamin
kepastian dan perlindungan hukum. penyimpanarfikatthak ataas tanah biasanya
dilakukan untuk menjalankan tugasnya sesuai prosghg telah ditetapkan. dimana
notaris terlebih dahulu harus melakukan pengecealaatipikat yang dalam hal ini
dilakukan pada Kantor Pertanahan Nasional sestelt lekasi tanah tersebut. hal
tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah sedipi&rsebut benar-benar bersih,
sebelum perbuatan hukum pemindahan atau peraldladilakukan.

Tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan sertiflkak atas tanah
merupakan bentuk yang tidak termuat dalam kewemamza kewajiban notaris
dalam undang-undang 2 tahun 2014 tentang perulzhsmndang-undang Nomor 30
tahun 2004 tentang jabatan notaris. maknanya ketkaris melakukan penyimpanan
sertipikat hak atas tanah termasuk tindakan dkearenangan dan kewajiban notaris.
sehinggga ketika notaris menerima titipan sertipikak atas tanah maka sebagai
bukti penyimpanan sertifikat notaris akan memberikakedar suatu tanda terima
kepada pemilik sertifikat, padahal penyimpananifdext tidak dapat dikatakan tanpa
suatu resiko, baik bagi Notaris maupun bagi persiikifikat.

Apabila sertifikat hak milik atas tanah itu telbérada ditangan Notaris atau
disimpan oleh Notaris, maka Notaris diwajibkan miimaea, merawat, dan menjaga
sertifikat, dengan amanah atau kepercayaan yarmgikhin oleh para pihak. Sehingga
notaris tidak diperbolehkan menggunakan sertifyleatg ditipkan untuk keperluannya
sendiri. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1712 KR#ddata yang menentukan
bahwa “Penerima titipan tidak boleh memakai baramigan tanpa izin yang
diberikan secara tegas oleh pemberi titipan atguatddisimpulkan adanya, dengan
ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, téakasan untuk itu”.

Woujud tanggung jawab notaris yang dilaksanakanndafenyimpan sertipikat
termuat dalam Pasal 1694 KUH Perdata bahwa “Paniti@arang terjadi bila orang
menerima barang orang lain dengan janji untuk mmepginnya dan kemudian
mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. baramg gimaksudkan Dalam
pasal tersebut dapat dikatakan sertifikat hak natiks tanah. sehingga pertanggung
jawaban Notaris harus dilaksanakan sesuai deng@entkan Pasal 1706 Kitab
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Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang mengatuwhaNotaris diwajibkan
juga memelihara dan menjaga sertifikat. Notariskd&njiban mengganti akibat
kerusakan ataupun kehilangan sertifikat hak atashtdebagaimana tercermin dalam
Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Meski demikian tetap terdapat kekosongan hukum yarjgdi dalam itikad
baik notaris. dimana dalam hal ini belum ada peastuyang mengatur terkait
perlindungan Notaris akan segala resikonya terh&sappikat yang dititipkan oleh
penghadap. Hal ini menjadikan notaris tidak memilgayung hukum untuk
melindunginya. Termasuk dalam kasus yang beradavd timur dimana kantor
notaris ZN S.H,M.Kn beralamatkan kantor di Kabupdamongan pada tanggal 14
November 2023 terjadi pencurian sejumlah sertipikahg disimpan di kantor.
kejadian itu diketahui oleh staffnya ketika akammasuki ruangan namun keadaan di
dalam kantor sudah berantakan. meski peristiweeheatstelah dilaporkan kepada
pihak yang berwajib yakni polres lamongan, namdak ada payung hukum yang
melindungi notaris ZN S.H,M.Kn sehingga ia bergungg jawab atas kejadian
tersebut dengan memberikan sertipikat penggantadeesetiap pemilik sertipikat
yang menitipkan sertipikatnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik men@drmaslahan terkait
tanggungjawab notaris dan perlindungan notarisngahpenulis memutuskan untuk
menulis penelitian dengan judililanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan
Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Pencurian Ditinjau Dari Hukum
Perdata.

Rumusan M asalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan notaris dalammpagan sertifikat hak atas
tanah?

2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap penyiampaertifikat hak atas
tanah yang hilang akibat Pencurian ditinjau darkiio Perdata?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara yang dimdda dilakukan oleh peneliti
secara terarah, teratur dan sistematis, untuk nemgeinformasi yang berkaitan
dengan hal yang akan diteliti, dengan menggunaiamik-teknik tertentd.Sehingga
peneliti menggunakan beberapa metode yang sesuganlepenelitian yang akan
peneliti lakukan. Berikut ini penjelasannya:

1. JenisPendlitian
menurut nasir metode penelitian adalah cara utaang gigunakan peneliti
untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atsmlah yang diajukan.

Jenis Penelitian yang dipakai pada penelitian dalah yuridis normatif, yaitu

? Bahdar Johan Nasution, Metode Penelitian lImu Hukum, (Jakarta:PT.Gravindo,2013),him.3
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penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu pgrosémiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dsirinsirmatifnya® Penelitian

hukum normatif merupakan suatu penelitian dengara @mnalisis terhadap
peraturan perUndang-Undangan yang didasarkan pakiamh dogmatik, teori
hukum, dan filsafat hukurh.

Terkait dengan penjelasan diatas, untuk mengumpulkéa dilakukan dengan
penelitian yang bersifat bersifat deskriptif analiyaitu penelitian ini hanya
menggambarkan tentang situasi atau keadaan yangaditerterhadap
permasalahan yang telah dilakukan, dimana pgenmadlakukan analisis terhadap
permasalahan serta melakukan pendekatan terhada@passs hukum yang
mengacu pada norma- norma hukum yang terdapandadaaturan perundang-
undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitiaryaitu Pendekatan
perUndang-Undangafstatute approach) merupakan Pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua undang undang serta regalagi bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. sehinggaipe@kan mencari bahan-
bahan hukum, baik yang di publikasikan maupun vyatigak di
publikasikan.dengan menelusuri bahan-bahan pustadg, literature, Undang-
Undang, peraturan yang di keluarkan pemerintah tdan-teori yang ada. dan
untuk selanjutnya penulis akan menganalisa dan imguykan permasalahan
tersebut berdasarkan data-data yang di peroleh.

3. Sumber bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan datkuseler yang berasal dari
penelitian kepustakaandilfrary research), penelitian kepustakaan sebagai salah
satu cara mengumpulkan data didasarkan pada bukuditeratur yang telah
disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkadtau berhubungan dengan
topik penelitan ini.

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu berupa undang-undang gdaraturan-
peraturan yang terkait dengan Tanggungjawab Notarisadap Sertipikat
yang dititipkan. adapun peraturan Perundang-undargau Bahan hukum
primer yang digunakan dalam penelitian ini diamgea:

1) Undang-undang Jabatan Notaris

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetho

3) Peraturan Kode Etik Notaris
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang daygshberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hugekander pada
penelitian ini berupa bahan pustaka, jurnal, judaal artikel online, pendapat

3 Jonny lbrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2012), hal 57.
*Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), hal 24.
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para ahli, serta bahan dokumen pribadi berupa patndsakar hukum yang
erat kaitannya dengan objek penelitian yang bekkedangan tanggungjawab
notaris terutama sehubungan dengan sertipikat gaitigkan pada notaris.”
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang nnéarb@etunjuk
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, se@ertu& Hukum, dan lain
sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Penyimpanan Sertifikat Hak
Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomah@nT2014 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Terlabgtan Notaris,
“Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang unerinat akta otentik dan
memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimakslahdandang-undang ini
atau berdasarkan undang- undang lainnya.” Pejabatuyang dimaksud ialah
orang yang menjalankan sebagian fungsi publik meggang khususnya di
bidang hukum perdata untuk membuat akta otentik.

Adanya Jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan mulklengan maksud
untuk membantu dan melayani masyarakat yang meinkanu alat bukti
tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaamnjsipga atau perbuatan
hukum. Sehingga secara tidak langsung kewenangaari;xaalah untuk
membuat akta otentik, hanya apabila hal itu dikda&natau diminta oleh yang
berkepentingan.

Disebutkan dalam pasal 15 angka (1) Undang-Undafgtdn Notaris,
“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenanuse perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehtyrara perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingdnk dinyatakan dalam
akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatda, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, seyauatu sepanjang
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dileecualikan kepada pejabat
lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undangduig.”

Serta dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jahdéaris, Notaris
berwenang pula:

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastiggat surat di bawah
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan rftanddalam buku
khusus

3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tan@@nupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkaamd surat yang
bersangkutan
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4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengam asiraya;

5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pearbakta
6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

7) Membuat akta risalah lelang.

Dengan adanya kewenangan yang telah diatur UU3ll g& ayat dan
ayat 2 , tentu saja tidak lepas dengan kewajibag arus dilakukan oleh notaris.
menurut KBBI kewajiban ialah sesuatu yang diwajigkaarus dilaksanakan atau
suatu keharusan. Sehingga karena sudah menjaatusaim yang diwajibkan oleh
notaris tentu saja harus dilaksanakan sesuai panaperundang-undangan yang
berlaku. Adapun Mengenai kewajiban Notaris diatatam Pasal 16 Undang-
Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwaidlberkewajiban untuk:

1) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihaklan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan imgku

2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimgarsebagai bagian
dari Protokol Notaris

3) Mengeluarkan grosseakta, salinan akta atau kutigetta berdasarkan
Minuta akta

4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan datatang- Undang ini,
kecuali ada alasan untuk menolaknya

5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yangtmljau dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan aktaisdsogan sumpah/janji
jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain

6) Menijilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjagku yang memuat tidak
lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dagiauat dalam satu buku,
akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari shtiku, dan mencatat jumlah
Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya padpdasatiap buku;

7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidakydibatau tidak diterimanya
surat berharga;

8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiatimneurutan waktu
pembuatan akta setiap bulan;

9) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud ddlarmf h atau daftar
nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pi¥satiat Departemen yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidan@tegiatan dalam waktu 5 had
pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

10) Mencatat dalam repertorium tanggal pengirimanadaftasiat pada setiap
akhir bulan;

11)Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negapallditle Indonesia
dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan najalbatan, dan tempat
kedudukan yang bersangkutan;

12)Membacakan akta di hadapan penghadap dengan diblatiipaling sedikit 2
orang saksi dan ditandatangani pada saat itu jlelapenghadap, saksi, dan
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Notaris;
13)Menerima magang calon Notaris.

Dengan demikian jika dilihat seksama maka tindakidotaris dalam
melakukan penyimpanan sertifikat Hak Atas Tanahahukewenangan notaris.
Karena pada dasarnya jabatan notaris diharapkarilikigrosisi netral, sehingga
dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atatakan hukum yang
dilakukan notaris atas permintaan kliennya. setan@palam hal melakukan
tindakan hukum untuk kliennya, notaris tidak boleamihak salah satu klienya,
karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadimgsalah.

Notaris melakukan hal tersebut tidak lain sebdgaituk penerapan
kode etik Notaris yakni tuntunan, bimbingan, pedonmaoral atau kesusilaan
notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umungyiangkat oleh pemerintah
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyanakath khususnya dalam
bidang pembuatan akta, yang pada akhirnya notaaspu melaksanakan
profesinya secara professional

Ketika etika dalam melakukan tugas jabatan notdrtsntut agar
Bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, daenph rasa tanggung jawab.
Maka sebagai bentuk netral terhadap para pihakkunanjamin kepastian hukum
dan perlindungan masyarakat, merupakan sifat Piéwatau bersifat pencegahan
terjadinya masalah hukum, sehingga notaris melakylenyimpanan sertifikat
Hak Atas Tanah.

1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah
Yang Hilang Akibat Pencurian Ditinjau Dari Hukum Perdata
Tanggung jawab dalam bahasa Indonesia ialah keadgapin menanggung
segala sesuatunya, maknanya kalau terjadi apaaeh Oituntut, dipersalahkan
dan diperkarakan dan sebagainya. Tanggung jawaioladidp perdata sendiri
muncul disebabkan karena subjek hukum tidak meteksan prestasi dan/atau
melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya Jikayeskibhukum tidak
melaksanakan prestasinya maka dapat digugat ataintdkan pertanggung
jawaban perdata dengan melaksanakan prestasi alamfsmbayar ganti rugi
kepada subyek hukum yang dirugikan sebagaimana tgmogntum dalam Pasal
1346 KUH Perdata.
Menurut Hans Kelsen pertanggung jawaban dapat dibggmpat) macam,
yaitu®
1) pertanggung jawaban individu ialah seorang indivi@gutanggung jawab
terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2) pertanggung jawaban kolektif ialah seorang indivimrtanggung jawab
atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh oramg la

> Wright dalam Salim HS & Erlies Septinana Nurbani, Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Disertasi Dan Tesis, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, him.208-213

® Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddigie & M.Ali Saffa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, cetakan ketiga,
Konstitusi Press, Jakarta, 2012, him.57
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3) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yangi lbedawa seorang
individu bertanggung jawab atas pelanggaran yatakukannya karena
sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbWkaigian

4) sengaja dan tidak diperkirakan (kealpaan)

meski tidak adanya peraturan yang mengatur tepaiindungan Notaris
terhadap Sertipikat yang dititipkan, namun not&eisp menerima kepercayaan
klien agar menyimpan sertipikat ha katas tanah dé&elancaran proses
pengurusan. Meski demikian hal ini menjadikan nstédak memiliki payung
hukum untuk melindungi segala resiko dalam menympartipikat hak atas
tanah tersebut. Termasuk dalam kasus yang berlaodgan dimana kantor
notaris ZN S.H,M.Kn. Dimana pada tanggal 14 Noven#@23 terjadi pencurian
sejumlah sertipikat ha katas tanah yang saatigimgan dalam brangkas kantor.
kejadian itu baru diketahui oleh staffnya ketikaamkmemasuki kantor namun
keadaan di dalam kantor sudah berantakan. meskstiper tersebut telah
dilaporkan kepada pihak berwajib yakni polres lageon namun tidak ada
payung hukum yang dimiliki oleh notaris ZN S.H,M.Kn

berdasarkan uraian tersebut diatas terkait Tanggameab Notaris Dalam
Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang HilangbAt Pencurian dapat
diklasifikasikan sebagai tanggung jawab hukum separdata berkenaan dengan
professi dan jabatannya. meski musibah yang diatantaris ZN S.H.M.Kn telah
dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni poleseongan. Namun ia juga
tetap harus mengganti kerugian yang dialami klianngarena secara tidak
langsung notaris telah menghilangkan sertipikat &&ls tanah dengan secara
tidak sengaja. Hal tersebut telah diatur dalammdafasal 1694 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW) menyebutkan bahwa “Netdiwajibkan juga
memelihara dan menjaga sertifikat. Notaris berkd&a] mengganti akibat
kerusakan ataupun kehilangan sertifikat hak atzehta Sehingga secara tersirat
Jika terjadi suatu kondisi sertipikat yang dititgok kepada notaris terjadi
kerusakan ataupun kehilangan, maka notaris berkemajuntuk bertanggung
jawab atas kejadian tersebut. Tanggung jawab isa hiilakukan dengan
memberikan sertipikat pengganti kepada setiap gemdlertipikat yang
menitipkan sertipikatnyadapun tata cara yang harus dilakukan sebagauiberik

1. Pemilik sertipikat mengajukan surat permohonanigksat pengganti,
dengan melampirkan :
1) Surat laporan kehilangan sertipikat tersebut dalispsetempat,
untuk mengajukan laporan hilang, pemohon harus raemb
a. copy sertipikat hilang tersebut.
b. Surat keterangan lurah setempat yang menerangkavaba
memang benar ada tanah yang tertera dalam cojyilsart
tanah tersebut dan beralokasi di kelurahan itu.
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c. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandgan
pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.

d. Surat Kuasa apabila dikuasakan

e. Foto copy identitas pemohon yang dilegalisir (KTR)K
serta KTP kuasa apabila dikuasakan, yang telah
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

f. Bukti pembayaran lunas PBB tahun terakhir

g. Bukti pengumuman sertipikat hilang dalam surat kaba
sebanyak 2x2 bulan.

h. Bukti pengumuman sertipikat hilang dalam lembarauit
Negara Republik Indonesia sebanyak 2x2 bulan

i. aspek penatagunaan tanah jika terjadi perubahan
penggunaan tanah.

Untuk menerbitkan sertipikat pengganti, nantinyantéa Pertanahan akan
melakukan peninjauan lokasi dan melakukan pengukutang untuk memastikan
bahwa keadaan tanah tersebut masih seperti yaegatelalam buku tanah dan copy
sertipikat dari pemohon. setelah dilakukan pengukuproses penerbitan sertipikat
akan dilanjutkan. Apabila semua proses berjalaga®mormal, dalam arti tidak ada
pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau gugataka sertipikat pengganti akan
terbit dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohona

KESIMPULAN

1. Tindakan Notaris dalam melakukan penyimpanan #etifHak Atas
Tanah bukan merupakan kewenangan notaris. Halbtdréerlandaskan
akan adanya kepercayaan klien terhadap notarig, ryemjadikan notaris
sebagai pihak yang bisa memberikan perlindungarkdpastian hukum.
Karena pada dasarnya jabatan notaris diharapkanlikigoosisi netral,
dimana notaris tidak boleh memihak salah satu kjian

2. Tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan &aitifiak atas tanah
yang hilang akibat pencurian diklasifikasikan sebagnggung jawab
hukum secara perdata. Karena dalam hal ini seichda lengsung notaris
telah secara tidak sengaja telah menghilangkaipigait ha katas tanah
sehingga bertanggung jawab atas kerugian yangndiéiéennya dengan
memeberikan sertipikat pengganti.

” prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Pengganti, https://blog.lekslawyer.com/prosedur-penerbitan-sertifikat-
tanah-pengganti/ diakses pada pukul 22.13 tanggal 24 April 2024.
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TINJAUAN YURIDISTERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PARA PIHAK PENYEWA DENGAN PT. KAI
SEMARANG SESUAI PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR
27/PDT.G/2016/PN.SM G

M Naufal Ivanda dan M. Yusron MZ
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Email : mnaufalivanda7 @gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine legdhinty and protection for the parties, as weltte validity
of the rental agreement in the Semarang DistriairCdecision Number 27/PDT.G/2016/PN.SMG and tdl fin
out whether the Directors of PT KAI Semarang corteditunlawful acts based on the lease provisiomsing
according to Article 1548 of the Civil Code.

The method used in this research is the juridicablem approach. The data sources used are pridaey
sources and secondary data sources. Meanwhildathecollection method is by means of literatuoelgt Then
the data analysis method used is the qualitatigergeive method. This aims to explain how reseasatarried
out in order to obtain maximum results

The research results show that the legal protegiomided by PT Kereta Api Indonesia will only bizren to
the public or legal tenants of PT Kereta Api Indgiats land. Based on Law Number 23 of 2007 conogrni
Railways, Article 86 clearly states that land whibhs been controlled by the Government, Regional
Government or Business Entity in the context ofaleping railway infrastructure, is certified in acdance
with the provisions of laws and regulations in thad sector. So PT. KAl is not said to have coneditan
unlawful act according to the provisions of the tatragreement, the object of which remains probecti
because PT. KAI has full rights to the assets éndtea.

Key words: certainty, legal protection, land tenancy

PENDAHULUAN

Perjanjian terjadi apabila terjadi kesepakatan &duklah pihak mengenai objek yang
menjadi perjanjian, yang telah disepakati. Pentimjuk menentukan apakah dan kapan
kesepakatan telah tercapai untuk menentukan apedsepakatan telah tercapai atau tidak.
Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalaltusperbuatan di mana satu orang atau
lebih terlibat konflik dengan satu orang atau ldhihnya?

Sewa pada dasarnya adalah perjanjian antara dalk y#mg menciptakan perjanjian.
Suatu hubungan hukum dimana salah satu pihak bajkamn untuk memenuhi prestasinya
kepada pihak lain dapat diartikan sebagai perikafd@emahaman sewa adalah pemahaman
yang sesuai, dan itu menyiratkan bahwa masing-masiak memiliki komitmen satu sama
lain. Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, sewa gunaausalalah suatu perjanjian dengan
mana salah satu pihak berjanji untuk memberikamd@pihak lain akses atas suatu barang
untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan dengdalan suatu harga yang kemudian

! Sinaga, 2019. Implementasi Hak Dan Kewajiban Pérak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal lImiah Hukum
Dirgantara Volume 10 No. 1, September 2019

2 Subiakto, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Peme§ertifikat Tanah Yang Diterbitkan, Jurnal Nuansa
Kenotariatan, Volume 3 Nomor 2 2018
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disetujui oleh pihak tersebut untuk dibayar. Kepaki yang sah di bidang pengaturan sewa,
khususnya ketika salah satu pihak memiliki opsukmhenjamin suatu hak dan pihak lain
berkewajiban untuk menjalankan haknya sendiri.

Terdapat perbedaan status hukum antara PerusahegaraN (PN), Perusahaan
Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), daar®ensTerbatas (PT) jika menyangkut
tanah milik Perum Kereta Api. Perbedaan mendashetdk pada apakah aset perusahaan
masih terintegrasi atau sudah dipisahkan. Kekagtaarkeuangan negara masih terkait dalam
Perusahaan Negara (PN) dan Biro Perusahaan (Pekget)perusahaan telah dipisahkan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Paams&imum (Perum) dan Perseraon
Terbatas (PT), namun pada Perum tetap berupa mdadaiasih dalam pengawasan teknis
dan keuangan di Kementerian Keuangan dan Kememt&eaangan. Kementerian Teknis.
Sementara itu, undang-undang tersebut denganneagedakan PT dalam hal regulasi, tata
kelola, dan risikd.

Sebagian dari kondisi tanah dan bangunan yang pigeraleh perwakilan kereta api
sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh datajhrdikonfirmasi dengan hak penggunaan
dari Dinas Perhubungan. Persoalannya dalam haldmlah sertifikat tanah dan rumah yang
ditempati mantan pegawai Perum Kereta Api tidakubah status. Hal ini menunjukkan
bahwa tidak ada bukti perubahan status aset tarseng tetap merupakan aset negara yang
belum dipisahkan karena tidak ada peraturan petabrimtuk mengalihkan aset tanah dan
bangunan kepada PT. Kereta Api (PT.KAI), dan bélkus hak atas tanah milik PT maupun
perubahan nama pemegang hak atas tanah menjadbd&in tercatat. KIA. Sehubungan
dengan hal-hal tersebut, penulis dalam hal ini akembatasi penyelidikan atas hal-hal
tersebut pada saat Perum Kereta Api masih beflaku.

Mirip dengan kasus PT, KAl Semarang ini, dalam Baru Pengadilan Negeri
Semarang Nomor 27/PDT.G/2016/PN.SMG, PT KAI Senmmrdisebut-sebut melakukan
aksi unjuk rasa melawan hukum, di antara pertikagasebut. bahwa Direktorat PT KAI
tidak memimpin penelitian tentang latar belakangarad tanah yang menjadi objek
perdebatan, terhadap keistimewaan Staf PimpinaggliPT KAI secara tunggal telah
melakukan penarikan sewa kepada Pihak/Warga Tergigyagan Bahayanya jika tidak
membayar jika tidak ditetapkan oleh Top ManagerkAl maka Direktorat PT KAI akan
dikosongkan secara paksa. meskipun subjek pematgasing dalam hal ini masih dalam
sengketa.

bahwa terhadap hak Tergugat, Tergugat secara &epibacabut sewa Penggugat
dengan ancaman bahwa Tergugat akan mengosongkara geksa jika Tergugat tidak
membayar uang sewa yang telah ditentukan oleh @atguanpa melakukan penelitian
terhadap sejarah tanah yang pokok sengketa. Oteh&#u, perbuatan Tergugat yang secara
sepihak menahan uang sewa dari Penggugat melaioidasi dan tekanan berupa surat
teguran atau perintah mengosongkan adalah melawkamh

a) Bertentangan dengan Pasal 1 dan Penjelasannya WU.88! Th 1958 mengenai
Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda dan PematBemerintah No. 44 Tahun 2005
Tentang Tata Cara Penataausahaan Modal Negaragmikan sampai pada hari ini
Pemerintah Republik Indonesia belum pernah mengigl@s kepentingan Para
Penggugat sebagai Penghuni yang sah atas ru nasdisdanah negara yang berasal dari
Perusahaan Kereta Api Belanda.

% Layalia, 2022, Implementasi Perjanjian Sewa Mergy@anah oleh PT. KAl kepada PT. Herona Express
Pekalongan: Analisis Akad ljarah., Journal El Hish@lume 2, Nomor 2, Tahun 2022

* Nasrul, 2018, Pemanfaatan Tanah Aset PT Keretdhgh Pihak Ketiga, Kanun Jurnal llmu Hukum, Volume
20 Nomor 3
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b) Ru mah diatas Tanah milik Negara yang menjadi obgigketa dalam perkara ini yang
dihuni Para Penggugat sebagai anak dan atau bakasyuan Kereta Api Belanda secara
yuridis formal masih termasuk aset negara dan behenjadi aset Tergugat (PT.KAI
(Persero).

c) Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugatmdgarkembangannya telah
ditanamkan pemerintah kepada Perusahaan JawatataKaspi yang ketika dialihkan
kepada Perum atau Persero tidak termasuk menj&dy&an negara yang dipisahkan,
kecuali kemudian dialihkan kepada Perraturan pettarisendiri.

d) Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugahmaesnjadi bagian kekayaan negara
yang ditanamkan negara, karena tidak ada Perrapearerintah yang secara tegas
mengatur peralihannya dalam suatu Perraturan petaleri

e) Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugatilssriya tidak pernah diterbitkan
atas nama Tergugat (PT.Kereta Api Indonesia Peaasallawatan Kereta Api, dimana
modal dan kekayaan Jawatan masih menjadi modakelkayaan negara yang belum
dipisahkan.

f) Mengingat status hukum objek sengketa adalah mi#gara yang ditanamkan dahulu
pada Perusahaan Jawatan Kereta Api yang tidakatigas, maka Objek Sengketa
Tersebut tetap berstatus milik negara, yang pesgmenya dilakukan oleh negara
melalui Menteri Keuangan selaku Pengelola barantik miegara bukan dilakukan
PT.KAI Pusat di Bandung Cg. KADAOP IV PT.KAI Kotae®arang (Tergugat).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas malekain hukum dari Tergugat berupa
penarikan sewa secara sepihak dengan intimidasgogsengan objek sengketa terhadap Para
Penggugat adalah merupakan Perbuatan MelawanntHykag mengakibatkan timbulnya
kerugian secara moral/immaterial tersebut berukanen batin yang sangat mempengaruh i
kondisi kesehatan Para Penggugat yang kalau dd@lagan uang setara dengan nilai sebesar
Rp. 21.000.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah)

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengauan untuk mengetalmi bagaimana
keabsahan perjanjian sewa-menyewa antara PT KAgaterpara pihak/ penyewa dan
kepastian serta perlindungan hukum bagi para pivedaurut Perraturan penmdang-
undangan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu teknik fakta dalam proses bwg@ menemukan,
memperoleh, dan memecahkan masalah untuk menersekaatu yang benar dari apa
yang ada, sehingga mendapatkan kebenaran daryaagaakan diperoleh dalam proses
penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan dagna penelitian dilakukan agar
diperoleh hasil yang maksimal

PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum oleh PT Kereta Api Indonesia

Perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan otahg lain adalah perlindungan
hukum memberi. Subyek hukum yang merasa dirugiltaeri#an perlindungan hukum agar
dapat menggunakan hak hukumnya. Perlindungan hu@daiah pertahanan martabat
seseorang dan pengakuan hak asasi manusia yanlkidsubjek hukum, berdasarkan
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangsm dapat melindungi satu hal dari
yang lain.

Keamanan yang sah adalah asuransi subjek yang ealunperaturan dan pedoman
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materi. Hukum perlindungan dapat dibagi menjadi katagori:

a. Perlindungan Hukum Preventif Pemerintah memberilamlindungan hukum ini.
Pembelaan hukum ini diberikan sebelum terjadinyjanggaran. Ini dimungkinkan oleh
aturan, hukum, dan hal-hal lain. Tujuannya adatshkumembatasi suatu kewajiban dan
menghentikannya agar tidak dilanggar.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Penindasan Perlinduhgom ini merupakan yang
terakhir yang ditawarkan kepada subjek hukum. mduhgan hukum dalam bentuk
hukuman seperti denda dan waktu penjara, antara lai

Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Aglonesia hanya akan
diberikan untuk masyarakat atau penyewa sah taiialereta Api Indonesia. Perwujudan
perlindungan hukum bagi warga yang melakukan pesaara tanah adalah hukum itu
sendiri karena dapat berupa peraturan perundangagad khususnya undang-undang yang
mengatur tentang agraria karena hukum berfungsagsebperlindungan hukum untuk
kepentingan manusia.

a. Pengikatan perjanjian
Pembatasan pemahaman adalah jenis asuransi yangs&hdaerah setempat.

Dalam suatu pengaturan, terdapat kebebasan datnkemmasing-masing pihak, baik

penyewa maupun penyewa. PT KAI tidak bisa sembarandalam melakukan
pekerjaannya. PT KAI harus bekerja sesuai pedoraarkdsepakatan. Apalagi dengan
daerah setempat penghuninya, mereka juga tidakskisdarangan dalam pengaturan
ini.
b. Ketentuan jangka waktu sewa

Dalam pengertiannya, kedua pemain diharapkan megagisuatu ketentuan
tentang syarat-syarat sewa, untuk menjamin kapapebasan penghuni untuk
meletakkan tanahnya. Dengan demikian, jika penyegsak memperpanjang kontrak
sewa, maka penyewa wajib meninggalkan tanahnya mdenyerahkannya kepada
penghuni, baik secara fisik maupun non fisik. Wqada ingin memperpanjang sewa

Anda, Anda dan penyewa Anda harus membuat penjalajia.

c. Membuatvirtual account
Selain itu, mengingat begitu banyaknya masyarakagymerasa tertipu ketika
diberikan cicilan berkala karena terlalu banyakgyamengaku sebagai agen dari PT

KAI, maka pihak administrasi berkesimpulan bahwans cicilan sewa berasal dari

pemerintah daerah. area tidak dapat diberikan ka &kal, tetapi melalui catatan
virtual. Catatan virtual bukanlah akun asli (vifu&kekam Virtual itu sendiri berisi
nomor ID klien yang dibuat oleh Bank (sesuai ajakaganisasi) untuk melakukan
pertukaran. Untuk setiap pertukaran, klien akandapatkan nomor ID catatan virtual
yang disebut nomor catatan virtual. Nomor catataimal menarik dan berbeda untuk
setiap klien. 42 Jadi, ketika Anda menutupi tagihaglalui catatan virtual, afirmasi
cicilan akan terjadi secara alami.
d. Klausul tata tertib

Selain itu, PT KAl memasukkan peraturan terkaitasealam kontrak para pihak.

Salah satunya, tanah itu harus dikembalikan ke RTjiKa tanah itu akan digunakan

negara untuk perluasan rel kereta api. Pembiayaana gang dibebankan ke PT KAI
relatif akan kembali. Salah satu aturan tersebutumekkan bahwa PT KAl tidak
hanya melakukan apa yang diinginkannya. Selainp@&ngamanan tanah juga sesuai
dengan pedoman dalam perjanjian juga. PT KAI adslmhber daya utama jalur kereta
api negara, sehingga dengan asumsi tanah yangdiskaa akan diikutsertakan oleh
negara untuk perbaikan jalur kereta api, berartahatersebut dapat dianggap untuk
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kepentingan umum negara. , jadi tanah itu sehaausembali ke negara bagian..
e. Penyelesaian masalah dengan tidak semena-mena

PT Kereta Api Indonesia sering merebut tanah sepaksa dari mereka yang
menempati tanah milik PT Kereta Api Indonesia, nmahlaporan umum. Faktanya,
banyak kasus di mana penghuni tanah gagal mendapatik yang sah. Masyarakat
menempatkan tanah tersebut dengan sengaja tanpbayemiPT Kereta Api Indonesia
dan bertindak atas nama tanah leluhur mereka. Beyg, PT Kereta Programming
Interface Indonesia adalah pemilik tanah tersebut

Namun, ini unik jika dikaitkan dengan pengaturangydilakukan oleh penghuni
daerah setempat dan PT Kereta Programming Intelfatmnesia. Jika ada kendala
pemahaman atau salah satu pihak wanprestasi, P&taK@&rogramming Interface
Indonesia akan melakukan 2 tahap, yaitu proseanupon gugatan dan debat kasus.
Cara non-gugatan menyiratkan penyelesaian masal&inh di luar pengadilan.
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah nama yabgrikbn untuk opsi non-
pengadilan ini. Jalur litigasi, di sisi lain, mernudan persiapan dan presentasi setiap
kasus, serta penyediaan informasi mengenai kastegwas&eseluruhan, proses, dan
peningkatan untuk mengidentifikasi masalah dan mmied@ri masalah yang tidak
terduga. Penyelesaian masalah hukum melalui pdagatikenal sebagai litigasi..

Kekuatan Hukum PT Kereta Api Indonesia

Alasan PT. KAl untuk tetap mempertahankan tanalt agbknya dan berhak
melakukan pembongkarang bangungan di atas tansébtéryaitu bahwa tanah tersebut
adalah merupakan aset PT. KAI seperti tertuangdijalaskan dalam Grondkaart Nomor
W 17286 Tahun 1962 Peta Tanah di emplasemen : 8agdfemijen, Semarang Tawang
dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang — YogyalBekas Eigendom Verponding
Nomor 69 yang menurut surat ukur (Metbrief) Nomat7 &anggal 28 Juli 1853 dan
menurut akta Hak Tanah Nomor 236 tanggal 22 Judil&Scatat atas nama “De
Nederland Indische Spoorweg Maatschappij N.V. (N88uas kurang lebih 159.832 m
(kurang lebih seratus lima puluh sembilan ribu pataratus tiga puluh dua meter persegi)
yang terletak di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung M@&scamatan Semarang Utara, Kota
Semarang.

Tanah milik PT. KAI tersebut sampai sekarang tigetnah dilepaskan haknya
kepada siapapun dan masih terdaftar sebagai aktd tetap PT. KAl Berdasarkan surat
Menteri Keuangan Rl Cq Direktorat Jenderal PembirBldMN Nomor : S-11 / MK. 16
/1994 tanggal 24 Januari 1995 kepada Menteri Agrakepala BPN bahwa tanah-tanah
yang diuraikan dalam Grondkaart pada dasarnya rakampkekayaan negara sebagai
Aktiva Tetap PERUMKA sekarang PT. KAI. Terhadap alanKAl tidak diterbitkan
sertipikat tanah atas nama pihak lain jika tidak pdrsetujuan dari Menteri Keuangan RI.

Berdasarkan uraian tersebut memberikan gambaranwabaterdapat suatu
ketidakpastian hukum hak atas tanah. Untuk menargantersebut maka perlu dikaji
lebih lanjut lagi mengenai asal-usul kepemilikamata di daerah Kebonharjo Kota
Semarang

Tetapi warga menolak penggusuran dan pembongka&mgad alasan bahwa warga
Kebonharjo telah mendiami rumah yang berdiri digtasah yang dikuasainya selama
kurang lebih 40 tahun lamanya, yang terletak diukaian Tanjung Mas, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang dan selama mengbonrahnya tersebut tidak ada
gangguan dari siapapun. Selain itu warga selamaahiuntuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) setiap tahunnya hingga sekaran@hldan bangunan yang dikuasai dan
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ditempati oleh warga diperoleh secara turun temufaomah milik warga tesebut,
sebagian tanahnya sudah memiliki Sertipikat HakikV{fEHM) dan ada yang belum
bersertipikat.

Warga masyarakat Kebonharjo merasa keberatan. Wangaolak adanya
penggusuran yang dilakukan oleh PT. KAI, merekaaserdirugikan karena proyek
reaktivasi rel terdapat pembongkaran puluhan rumdik warga tanpa melalui eksekusi
dari pengadilan. Warga Kebonharjo berpendapat batawah yang dikuasai sekarang
adalah bukan lagi hak dari PT. KAl karena dapasatdikan PT. KAI telah menelantarkan
tanah tersebut.

Warga merasa berhak atas penguasaan tanah kateme sei tanah tersebut telah
dipergunakan warga sebagai tempat tinggal selammulb@-puluh tahun dan secara turun
temurun. Bahkan warga Kebonharjo telah membayakF2ymi dan Bangunan (PBB) atas
tanah dan bangunan yang mereka tempati dan sebbgsar dari tanah dan bangunan
tersebut sudah mendapatkan bukti kepemilikan hak &@nah berupa sertipikat yang sah.
Sedangkan, PT. KAl menganggap bahwa tanah yangnpi oleh warga tersebut
merupakan miliknya dan harus dipertahankan karestpelgang pada grondkaart yang
merupakan peta tanah zaman kolonial Belanda.

Grondkaart menguraikan dan menjelaskan secara ikdoktas- batas tanah yang
sudah diserahkan kepada SS berdasarkan ordonangsdyauat dalam Staatsblad masing-
masing. Tanah-tanah yang diuraikan dalam grondk&asebut statusnya adalah tanah
negara, namun kualitasnya sudah menjadi tanah aegget, sehingga terhadap tanah
tersebut berlaku peraturan perundang-undanganmmabaraan negara (komtabel).

Tanah- tanah tersebut ditindaklanjuti dengan pemalougrondkaart. Tanah-tanah yang
sudah diuraikan dalam grondkaart itu sudah meikekihyaan negara, sehingga tidak dapat
diberikan kepada pihak lain sebelum mendapat izami denteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara dan Pembina Umum Kekayaaar&leg

Grondkaart yang dimiliki berfungsi sebagai petunyaikig menjelaskan bahwa tanah
yang diuraikan dalam grondkaart itu merupakan ke&aynegara. Jadi grondkaart fungsinya
sama dengan surat tanda bukti hak bagi peroranganbadan hukum swasta. Kalau ada
orang yang meminta supaya ditunjukkan surat tand#é bak atas tanah oleh SS, sekarang
PT KAl berarti orang yang meminta itu tidak memahamas hukum yang berlaku.

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Repuhtlilonesia Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgraridP@) tanggal 24 September 1960,
tanah-tanah grondkaart itu merupakan hak beheer .CB&dasarkan Peraturan Menteri
Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ditegaskan bahwa taaahk yang dikuasai oleh instansi
pemerintah dengan hak penguasaan (beheer) itutaeggial 24 September 1960 dikonversi
menjadi Hak Pengeolaan dan Hak Pakai berlaku setypeagunakan. Hak Pakai dan Hak
Pengelolaan ini lahir setelah hak penguasaan ateshtNegara didaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Tanah dan diterbitkan sertifikat HakaPatau Hak Pengelolaan sebagai tanda
bukti haknya.

Semua tanah aset PT. Kereta Api (persero) berkapasbagai kekayaan negara yang
dipisahkan dan tunduk kepada Undang-Undang Perbarekn Negara (ICW), Instruksi
Presiden Rl Nomor 9 Tahun 1970, Keputusan PresikleNomor 16 Tahun 1994 dan
peraturan perundangan lainnya mengenai kekayaamaeg

Menurut ketentuan hukum perbendaharaan negarah tasat PT. Kereta Api
(Persero) baik yang sudah bersertipikat maupun pehgn, tidak boleh dilepaskan kepada
pihak ketiga jika tidak ada izin dari Menteri Kegan terlebih dahulu. Walaupun tanah aset
PT.Kereta Api (Persero) belum bersertipikat atagiimberstatus tanah negara, namun tidak
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boleh diberikan dengan suatu hak atas tanah tdrkepada pihak ketiga, jika tidak ada izin
dari Menteri Keuangan.

Walaupun sudah terdapat ketentuan mengenai gromdiaag dikonversi menjadi
Hak Pakai atau Hak Pengelolaan, sesuai dengan tkaterperundang-undangan yang
berlaku PT. KAl mempunyai kewajiban untuk mend&far ke Badan Pertanahan Nasional
guna mendapatkan bukti berupa sertifikat sebagalatdukti yang kuat hak atas tanah.
Penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah ditddesaberdasarkan ketentuan UUPA dan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentandataran Tanah.

Pendaftaran tanah berdasarkan UUPA penyelenggamadiatur oleh Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 19%ntdng Pendaftaran Tanah,
dinyatakan dalam Pasal 3 pendaftaran tanah bentujotk:

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindunge&ur kepada pemegang hak
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dahakalain yang terdaftar agar
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai gemge hak yang ber-
sangkutan,

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yédmegkepentingan termasuk
Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh ydaia diperlukan dalam
mengada-kan perbuatan hukum mengenai bidang-bitargh dan satuan- satuan
rumah susun yang sudah terdaftar;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlageta harus dilihat secara

utuh. Selain hak penyelenggaraan perkeretaapianjugad kewajibannya. Kewajiban PT.
KAl tercantum dalam pasal 46 ayat (1) yang secgad menyatakan : Tanah yang terletak
di ruang milik jalur kereta api dan ruang manfaaun kereta api disertifikatkan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan. Tidak hatygasal Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengingatkanababket kereta api harus bersertifikat.
Pasal 86 secara jelas menantumkan : Tanah yangh sditaasai oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah atau Badan Usaha dalam rangkbapgoman prasarana perkereta
apian, disertifikatkan sesuai dengan ketentuanngamng-undangan di bidang pertanahan.

Disertifikatkan sesuai dengan perundang-undangéiddng pertanahan yang berlaku
di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini perieldilkan untuk mengingatkan bahwa
Grondkaart itu bukanlah alat bukti kepemilikan tanaelainkan hanya sebuah peta tanah
pada zaman Belanda, terdiri dari satu kesatuanahadnah yang berisi asal muasal tanah,
batas-batas tanah, dan lain-lain yang berfungagalpetunjuk yang menjelaskan bahwa
tanah yang diuraikan dalam grondkaart itu merup&ledayaan negara.

Jika ditelisik aturan Undang- Undang Republik Inga Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria daatian Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan PeameNomor 8 Tahun 1953 tentang
Penguasaan Tanah Negara, maka sudah sejak Indomesideka, Undang-Undang
memerintahkan agar setiap hak-hak atas tanah yang dalam peraturanperundang-
undangan sebelum tahun 1960 atau yang ada sejaknzkofonial harus didaftarkan ke
Badan Pertanahan Nasional, baik data fisik maujaten ylridis.

Grondkaart bukanlah bukti hak. Surat penguasadnd@n surat ukur yang diterbitkan
BPN pun bukan bukti hak layaknya sertifikat. Makdak ada satu pihak pun yang bisa
mengklaim, benar seratus persen dalam tatarartaeaaat ini, maka pengadilan adalah
jalur terbaik untuk membuktikannya. Mekipun kebamaryang akan diperoleh tetap
kebenaran relatif, kebenaran fungsional dan bulkdekaran mutlak.

Apabila akhirnya Kantor Pertanahan Kota Semarangenhbi&kan Sertipikat Hak
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Milik kepada warga maka lahan rumah tinggal tersebampunyai alas hak yang kuat.
Alasannya karena sewaktu Kantor Pertanahan mengppeseerbitan Hak Milik tersebut,
Kantor Pertanahan tidak melihat di daftar buku bawya ada penguasaan PT. KAI atas lahan
di areal itu. Jika PT. KAl memenuhi kewajibannyalakekan register atau mendaftarkan
tanah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomoh@hTED53 itu pasti tercatat di buku
tanah Kantor Pertanahan. Maka jika Kantor Pertamahanerbitkan sertifikat Hak Milik
telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yarigkbbekecuali dapat dibuktikan
sebaliknya. Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/BOL6mg. menurut pendapat ahli,
grondkaart sampai sekarang masih berlaku dan ddibet dari :

a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 195§atadan : “Tanatyrondkaart
berada dalam penguasaamkieheer) DKA sekarang PT. KAI;

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.681/DJAAYanggal 1 November
1986 : “Bahwa tanalgrondkaart berada dalam penguasaam lfeheer) PJKAsekarang
PT. KAI;

c. Kesimpulan Rapat Kerja BadanPertanahan Nasiorfalima991 dirumuskan : Tanah-
tanah

PERUMKA sekarang PT. KAI berasal dari aset Perumah&ereta Api Negara dan
aset Perusahaan Kereta Api Swasta yang telahiaimadisasi berdasarkan Undang-undang
Nomor 86 Tahun 1958 Jis. Peraturan Pemerintah Ndadian 41 Tahun 1959.Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDesmar Pokok-Pokok Agrariadan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentandaftaran Tanah, maka sudah sejak
Indonesia merdeka, Undang- undang memerintahkan sag@ap hak-hak atas tanah yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum tL960 atau yang ada sejak zaman
kolonial harus didaftarkan ke Badan Pertanahan ddaki baik data fisik maupun data
yuridis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007rgrRarkeretaapian Pasal 86
secara jelas mencantumkan Tanah yang sudah dikalakaPemerintah, Pemerintah Daerah
atau Badan Usaha dalam rangka pembangunan prassegkexretaapian, disertifikatkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan digbglmanahan. Jadi PT. KAl tidak
disebut melakukan perbuatan melawan hukum menurténkean perjanjian sewa
menyewa yang objeknya masih menjadi sengketa, &dPdn KAl berhak sepenuhnya atas
asset yang ada di wilayah sengketa tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembasan diatas, maka kdammpang dapat diambil adalah
sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Kydonesia hanya akan
diberikan untuk masyarakat atau penyewa sah tafalKéteta Api Indonesia.
Perwujudan perlindungan hukum bagi warga yang n&kak penguasaan tanah
adalah hukum itu sendiri karena dapat berupa paratperundang-undangan
khususnya undang-undang yang mengatur tentangiadiena hukum berfungsi
sebagai perlindungan hukum untuk kepentingan manusi

2. PERUMKA sekarang PT. KAI berasal dari aset Perumaléereta Api Negara dan
aset Perusahaan Kereta Api Swasta yang telahiaiadisasi berdasarkan Undang-
undang Nomor 86 Tahun 1958 Jis. Peraturan Pemieridtenor 40 dan 41 Tahun
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1959.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 186@ng Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agrariadan Peraturan Pemerintah NombrTahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, maka sudah sejak Indonesia kagrdéndang- undang
memerintahkan agar setiap hak-hak atas tanah yaaigr ddalam peraturan
perundang-undangan sebelum tahun 1960 atau yanspgdazaman kolonial harus
didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, baik d&& maupun data
yuridis.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahuiv 26ntang Perkeretaapian
Pasal 86 secara jelas mencantumkan Tanah yang sildasai oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah atau Badan Usaha dalam rangkdgapgoman prasarana
perkeretaapian, disertifikatkan sesuai dengan ke&ten perundang-undangan di
bidang pertanahan. Jadi PT. KAI tidak disebut metak perbuatan melawan
hukum menumt ketentuan perjanjian sewa menyewa ghjgknya masih menjadi
sengketa, karena PT. KAl berhak sepenuhnya atast gssmg ada di wilayah
sengketa tersebut.
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ABSTRACT

In terms of holding the 2024 elections, the KPUIwi¢ guided by the Constitutional Court Decision
Number 87/PUU-XX/2022 concerning the Implementatibhegislative Nominations in the 2024 General
Elections. The substance of this regulation is ghehibition of ex-convict drug dealers, sexual @sn
against children and corruption. run for officelégislative elections. The nomination of former cicts

in corruption cases cannot be separated from tleeofqpolitical parties in political recruitment dutadre
formation of their members. The aim of this reshascto determine the progressive legal perspedive
the nomination of former corruption convicts antbes to reduce and prevent political party cadrem
contesting legislative elections in 2024.

The results of the research show that the Conistitalt Court's decision No. 87/PUU-XX/2022 implenent
Judicial Activism, which can be seen from the leigé&rpretation and shows that there is justicetffier
community, with the result that the Judicial Ingiibn can decide on the above statutory regulatams
statutory regulations. which is being tested maligti The General Election Commission, in order to
maintain its professionalism as an independentieleinstitution, does not pass legislative cantiiddor
ex-corruptors as determined through PKPU.

Keywords: election, Constitutional Court Decision, Legisl&iMominations

PENDAHULUAN
L atar Belakang

Bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai péaimasayang cukup pelik,
seperti krisis multi-dimensional serta problem Igang menyangkut tatanan nilai yang
sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara salenderoblematika yang
menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salamgatadalah masalah korupsi yang
tak kunjung selesai. Sebuah fakta yang telah dierinigampir semua kalangan bahwa
korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap yangasamgngkhawatirkan. Tindak pidana
korupsi selain dapat membahayakan stabilitas dam&ean masyarakat, juga dapat
membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dankpd@ilain itu, tanpa disadari
korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan atitars, karena lambat laun perbuatan
ini seakan menjadi sebuah budaya.

Seolah telah mengakar dalam budaya hidup, periladan cara berpikir
masyarakat, tindak pidana yang satu ini berhasijamgkiti birokrasi dari atas hingga
yang paling bawah. Hampir seluruh lembaga negatia Ieenbaga perwakilan rakyat,
lembaga pemerintahan, lembaga peradilan, bahkabalgem lembaga yang dibentuk
untuk memberantas dan menyelesaikan permasalahgrkizn terjadi pun tak tanggung-
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tanggung ikut terjerat. Dalam hal ini, sebagiangaenat hukum berbendapat bahwa
korupsi menjadi ancaman terhadap cita-cita menajsyarakat adil dan makmtir.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran tephad&-hak sosial dan hak-
hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi tidagat lagi digolongkan sebagai
kejahatan biasaofdinary crimg melainkan telah menjadi kejahatan luar biaseré
ordinary crimg yang tentunya membutuhkan upaya pemberantasam skstra pula.
Kegagalan elit politik Indonesia dalam melakukarayg pemberantasan korupsi jelas
akan membahayakan negara.

Sejatinya sejak awal upaya-upaya pemberantasanadigsh korupsi telah
ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantagasserentak. Namun upaya
tersebut, belum cukup menunjukkan signifikansi pamalisiran tindak pidana korupsi
di Indonesia. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesih berkembang dalam tiga tahap,
yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahapselkorupsi masih menjadi patologi
social yang khas dilingkungan para elit/pejabataP@mhap endemic, korupsi mewabah
menjangkau masyarakat luas. Lalu di tahap yangs kketika korupsi menjadi sistemik,
setiap individu di dalam system terjangkit penyakang serupa. Boleh jadi penyakit
korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahapnsikte

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satabaga penyelenggara
pemilihan umum di Indonesia. Lembaga ini dibent@kdiasarkan Pasal 22E Undang-
Undang Dasar Negara 1945 yang menyebutkan bahwdéilmenmumum diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat oraal, tetap, dan mandiri. Sebagai
lembaga penyelenggara pemilu, maka untuk setiagpah penyelenggaraan pemilu di
Indonesia, KPU berwenang menyusun dan menetapkatupen KPU (Psl 12 dan 13
UU No. 7 Tahun 2017). Atas dasar itu pula, dalangka menghadapai pemilu serentak
tahun 2024, KPU sebagai penyelenggara pemilu roelgieran aktif melakukan berbagai
upaya guna mewujudkan pemilu berintegritas dengaapan tersedianya calon anggota
legislatif. Untuk mencapai tujuan itu, komisionePW mencoba melawan arus dengan
mengeluarkan gagasan berupa rancangan PKPU teykadt yang harus dipenuhi oleh
calon anggota legislatif dengan materi muatannyalahdlarangan terhadap mantan
terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual tgrhauk, atau korupsi untuk menjadi
calon anggota legislatif.

Kehadiran partai politik (parpol) sebagai efek sagpditerapkannya sistem
pemerintahan kita saat ini bagaikan organ vitalgyarenjadi wadah lahirnya aktor aktor
pemimpin bangsa. Parpol menjadi pemeran utama dald@mokrasi yang
menghubungkan kepentingan rakyat dengan negargelaerintah. Saat ini kehadiran
parpol merupakan sebuah keharusan dalam kehidupdik pnodern yang demokratis.
Dalam enam syarat pemerintahkan demokratis, sallmya adalah pemilihan umum
yang bebas. Instrumen penting berjalannya suatulggenmum sudah pasti terletak pada
partai politiknya. Walaupun bukan satu-satunya rakémg terlibat dalam pemilu, parpol
menjadi sebuah organisasi yang secara ideal mampogaktifkan peran serta
memobilisasi masyarakat. Saling berpengaruhnyarargarpol dan proses pemilihan
umum saat ini membuat penulis melihat suatu fenany@mg cukup menarik perhatian
berbagai kalangan. Penulis menemukan, ternyataeggdmlah eks koruptor yang tercatat
sebagai daftar calon tetap (DCT).

! Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islaffdakarta:Amzah, 2011), him 11.

2 Maryanto,“Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan hitikdurnal llmiah CIVIS, Volume I
nomor 2, Juli 2012, him.3.

® Ibid
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Jumlah eks koruptor yang menjadi calon legislatifun 2019 sebanyak 38 baik
yang mewakili DPRD untuk tingkat provinsi maupunblpaten/kota dari 13 partai.
Sebelum nama-nama tersebut ditetapkan sebagai legistatif tentunya banyak pro dan
kontra yang terjadi. Gejolak pro dan kontra tersedatang dari banyak lapisan
masyarakat mulai dari penyelanggara pemilu serdirgga lembaga peradilan yang
menangani fenomena majunya caleg eks koruptor. dratan perundangan di Indonesia
ternyata turut mengambil peran dalam dilema penesloeks koruptor. Problemnya
terletak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKuhg kemudian tumpang tindih
dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang tPeiitilasil, menyoal pencalonan
eks koruptor ini membawa tiga lembaga negara dataipgolitik terlibat didalamnya.
Lembaga negara tersebut diantaranya Komisi Pemiliraum, Badan Pengawas Pemilu
dan Mahkamah Agung serta beberapa partai politig yaengusung calon legislatif yang
pada awalnya tidak diloloskan oleh KPU

Dalam hal upaya pemberantasan korupsi, maka pedukuhg dan diawali
dengan penyelenggaraan pemilihan aktor-aktor huétalam pemerintahan yang bersih
dan dengan cara yang bersih pula. Baru-baru ini KsBldku lembaga penyelenggara
pemilu mengambil satu lagkah progresif yang justenimbulkan polemik. Dalam hal
penyelenggaraan pemilu 2024, KPU akan berpedomagade Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Atas Pelaksanaamdaéonan Legislatif Pada
Pemilihan Umum Tahun 202&ubstansi dari peraturan tersebut adalah larangautam
narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual &grhadak, dan korupsi untuk
mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu legislatienurut KPU kejahatan- kejahatan
tersebut memiliki daya rusak yang luar biasa bagsyarakat. Selain itu bagi mereka,
salah satu upaya nyata untuk memberantas tindakailorupsi adalah dengan pemilu
yang bersih.

Pencalonan mantan narapidana kasus korupsi tigals lgari peran partai politik
dalam rekrutmen politik dan kaderisasi anggotafygagsi partai politik sebagai sarana
perekrutan kader terbaiknya untuk dikontestasikalard pemilihan umum bertujuan
untuk menjamin sirkulasi pemimpin negara berjal@mgan baik. Korupsi dan partai
politik ada dua hal yang menjadi pemicunya yaitingenbalikan modal kampanye dan
tak jelasnya model pembiayaan organisasi partaukursiurvivalitas partai. Alhasil
perilaku korup kader partai yang telah mendudukiajan-jabatan politik tak bisa
dihindarkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum progresif terhadap mgaal mantan terpidana
korupsi?

2. Bagaimana upaya dalam mengurangi dan mencegah-kader partai politik dalam
kontestasi pilihan legislatif tahun 20247

PEMBAHASAN

Hukum Progresif merupakan salah satu konsep yalggpaenarik dalam literatur
hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menardéeria hukum progresif telah
menggugat keberadaan hukum modern yang telah dipnggapan dalam berhukum
Indonesia selama ini. Hukum progresif menyingkalpirta@lan menggeledah berbagai
kegagalan hukum modern yang didasari oleh filspéaitivistik, legalistik, dan linear
tersebut untuk menjawab berbagai persoalan hukustilan Hukum progresif
diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, dilandashnasiwdasar bahwa hukum adalah untuk
manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusaui hukum dalam mencerahkan
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bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, term&sigis dalam bidang hukum itu
sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, yaitengubah secara cepat, melakukan
pembalikan yang mendasar dalam teori dan prak$isrhuserta melakukan terobosan.
Hal ini berarti hukum progresif adalah serangkagagasan yang memprioritaskan
kesejahteraan manusia. sebagai objek hukum iturseBdngat perlu adanya perubahan
sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturknm bila perlu) agar hukum
lebih berguna dan sesuai dengan asas tujuan pamkbanya, terutama dalam menjamin
kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum juga progresif merupakan koreksi terhadaperkahan sistem hukum
modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin nebadkan diri dari dominasi suatu
tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak penddmhwa ketertiban hanya bekerja
melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum pesif ditujukan untuk melindungi
rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak stptasserta tidak ingin menjadikan
hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, mé&km suatu intitusi yang bermoral.
Dalam hal ini, "Hukum adalah suatu intitusi yangtb@an mengantarkan manusia
kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membarasia bahagia."

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukamg melakukan
pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bekiddlam hukum, sehingga mampu
membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntagkgasnya mengabdi kepada
manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayas&eberpihakan dalam menegakkan
hukum. Selain itu, secara spesifik hukum progrpgia bisa disebut sebagai "Hukum
yang pro rakyat" dan hukum yang berkeadilan. Obaietka itu, hukum progresif berbeda
dengan hukum positif. Progresifisme hukum mengajarkahwa hukum bukan raja,
tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaag penfungsi memberikan rahmat
kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasangsibsme hukum adalah pertama
hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinyadsgrkedua hukum selalu berada
pada status law in the making atau secara terugmmemasih harus dibangun dan tidak
bersifat final, ketiga hukum adalah intitusi yaregrnoral kemanusiaan.

Kedudukan konstitusional pemilu dinyatakan dalansaP&2E ayat (2) UUD
1945 yang menegaskan "Pemilihan umum diselenggarakduk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeredsiéen dan Wakil Presiden, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Sebelum pengatmemgenai pemilihan umum ini
diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 selvama yang berlaku saat ini,
pengaturan mengenai pemilihan umum tersebar dalatverbpa Undang-Undang.
Undang-undang tersebut antara lain Undang-undangoNaei2 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Unddndang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanyBglDewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang rgnddomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Partai politik dalam pengertian modern merupakahuale kelompok yang
mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untysiliti oleh rakyat, sehingga dapat
mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan petaief Kemudian dari definisi
tersebut dapat divisualisasikan bahwa parpol adal@dah yang nantinya akan
melahirkan kader-kader terbaik baginya. Hal intuesaja akan kembali lagi bergantung

* Satjipto Rahardjoylembelah Hukum Progresifjakarta:Kompas, 2006), him.6.
® Satjipto RahardjoHukum Progresif(Yogyakarta:Genta Publishing, 2009), him.2.
®Apter, David,Politik Modernisas (teriemahan){Jakarta: PT. Gramedia, 1987), him.21.
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pada ideologi partai tersebut. Berdasarkan ting&atitmen parpol terhadap kepentingan
dan ideologi, parpol dapat diklasifikasikan dalamal jenis, yaitu:

1.

Partai Proto
Merupakan tipe awal parpol sebelum mecapai tingkaitembangan seperti saat ini.
Ciri paling menonjol dari partai ini adalah perbadantara anggota dan non-anggota.
Masih belum nampak sebagai parpol modern, tetapyadhamerupakan faksi-faksi
yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideoldgimdenasyarakat.
Partai Kader
Bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas memiliki hak pilih,
keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta gvemidna. Tingkat organisasi
dan ideologi masih rendah. Idelogi yang dianut kovestisme ektrem atau
reformisme moderar, partai ini tak perlu organidaesar yang memobilisasi massa.
(Contoh: PSI di Indonesia 1950-1960-an).
Partai massa
Muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakjggrbedaan dengan partai kader dan
paratai proto adalah partai massa terbentuk digademen sedangkan partai kader
dan partai proto lahir di dalam parlemen (intralgraen). Tujuan utama partai massa
bukan hanya kemenangan, tetapi memberi pendidikditikpbagi masyarakat dan
anggota.
Partai dictatorial
Satu tipe dengan partai massa tapi dengan idegdogj lebih kaku dan radikal.
PartaiCatch-all
Merupakan gabungan dari partai kader dan partasand®encetus istilah Catch All
yaitu Otto Kirchmeir yang artinya “menampung kelakikelompok sosial sebanyak
mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utanm@anyemenangkan pemilu
dengan menawarkan program dan keuntungan bagi @mygosebagai ganti idelogi
yang kaku, contoh adalah Golkar 1971-1998).

Kelima tipe partai di atas menggambarkan sejarajalpa partai politik sampai

saat ini. Perkembangan parpol saat ini kemudian umenilkan dilema ketika

kepentingan parpol dan idelogi bahkan saling bextesm arah. Indonesia saat ini
menduduki masa-masa pasca Era Reformasi dengata dsg#uk perubahan sistem
ketatanegaraan termasuk kepartaiannya. Kebebasadirikan partai seluas-luasnya
dibuka asalkan tidak bertentangan dengan PacaaialdUD 1945. Parpol kemudian
menjadi “embarkasi” atau “kendaraan” untuk menjadggota DPR dan DPRD seperti
yang telah diatur dalam payung hukum sah di Indanes

Pandangan hukum progresif terhadap pencalegan mantan terpidana kor upsi
Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatstitusi yang bertujuan

mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adihteea dan membuat manusia
bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsirgdas&um adalah untuk manusia
dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, makahkan hukum bukan untuk
dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang leliais, yaitu untuk harga diri
manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaansm. Dengan demikian untuk
mengetahui progresif tidaknya suatu hukum, makauhutersebut perlu ditinjau dari
aspek keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatannya.
1. Keadilan Hukum dalam Pencalegan Mantan Terpidanapg€o

Hukum dibuat dalam rangka menjalankan pemerintalegiara, sedangkan tujuan

membentuk pemerintahan negara adalah untuk melgndsegenap bangsa

" Affan Gaffar,Politik Indonesia Transisi Menuju DemokrasfYogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), him 11.
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Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia datuk umemajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan badgsakut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaanamaien abadi dan keadilan
sosial. Uraian ini bisa diartikan sebagai tujuamdsa Indonesia menuju
masyarakat yang adil dan makmur. Roh hukum adalahalndan keadilan.2
Tanpa hukum yang mampu menanggapi keadilan masyaflakkum responsif)
maka hukum itu sendiri telah kehilangan rohnya.uldntulah diperlukan suatu
kesadaran bagi para penegak hukum.

Sistem politikk dan suasana politik sangat berpargadalam proses
penegakan hukum. Sistem politik yang baik dengdrardngi suasana politik
yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan husegitupun sebaliknya
jika sistem dan suasana politik carut marut akargadamenghambat terhadap
penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hulang aik perlu tatanan
dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukbarus mampu merespon
dinamika perkembangan berpikir masyarakat sehifggam tidak berjalan di
tempat. Hukum yang responsif tidak hanya berdasagacara hukum formal,
dimana hukum diberlakukan hanya berdasarkan atttaan dan hanya
diberlakukan sebagai penjaga dari setiap pelanggatau diformat untuk
mencegah setiap pelanggaran. Dalam hal ini hukumshabih progresif yaitu
hukum harus dilihat dari sisi keadilan masyaraké¢hingga ketika hukum
ditegakkan maka rasa keadilan akan benar-benaaéia oleh masyarakét.

Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegriteeyupakan satu
langkah awal atau sebuah keniscayaan terciptarstansipolitik yang baik.
Termasuk di dalamnya menyeleksi dengan ketat bztah yang hendak dipilih
oleh masyarakat untuk mengemban amanah pemerint&leamcalonan anggota
eksekutif maupun legislatif harus berasal darirfigang bersih dan tidak pernah
memiliki rekam jejak cacat integritas. Hal ini pegt untuk dapat menyeleksi
calon wakil rakyat yang memang layak dipilih untaknanah rakyat dalam
pemerintahan. Tidak semestinya hukum memberikamgrdan kesempatan yang
sebesar-besarnya kepada para mantan narapidaia Reisih banyak sosok
yang bersih dan bebas dari rekam jejak pidana sé&peupsi.

2. Kesejahteraan Hukum
Selain mengupayakan keadilan bagi masyarakat, gadarnya cita-cita yang
paling mendasar setiap negara adalah kesejahtekasejahteraan diartikan
sebagai tercapainya keadilan dalam tiga dimeng&niykeadilan sosial, keadilan
ekonomi, dan demokrasi serta governance (pemeanjalDimensi keadilan
sosial mencakup hal-hal yang berkaitan dengan lkeeadan pemerataan proses
distribusi pemenuhan hak-hak dasar manusia, segestis untuk berobat, akses
kepada listrik, pendidikan, penghidupan yang layddn sebagainya. Dimensi
keadilan ekonomi mencakup standar keadilan rakgéind mendapatkan akses
dan asset terhadap sumber daya ekonomi sepertnkiéqa@d rumah sendiri, rasio
penduduk yang yang bekerja, rasio biaya pendiditan,biaya penghidupan yang
lain. Dimensi demokrasi dan pemerintahan mencakeferjaminan rakyat
berpartisipasi dalam keseluruhan proses demokragieterjaminan ini

8 Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mengseman RakyatJurnal Pembaharuan
Hukum, Volume | Nomor 3 September-Desember, 20iM,270.

°® Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Raelpublik Indonesialkrar, Indeks Kesejahteraan
Rakyat,(Jakarta:Kemenkokesra), him.25.
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tergambarkan dalam hak akses informasi, rasa atmanasuk hak rakyat untuk
dapat memilih pemimpin yang layak melalui pemilagdersih.

Dari sedikit penjelasan tersebut, dapat dimendestiwva kesejahteraan
merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan ekonerpenuhi, keadilan sosial
tercapai, dan keamanan jiwa terjamin. Pada hakykgbara koruptor adalah salah
satu faktor yang menyebabkan negara Indonesia senfaak dari kemajuan dan
kesejahteraan. Mereka banyak merenggut hak rasgfaithjgga menimbulkan daya
rusak bagi sendi-sendi penyelenggaraan negara.ilApdibnjau dari kacamata
hukum progresif sebagaimana orientasinya adalahejd®sraan rakyat,
pembolehan mantan narapidana korupsi akan semadmaohkan hukum dari
keprogresifan atau kemajuan hukum itu sendiri.

Masih tingginya angka kejahatan korupsi yang dikaku oleh hampir
semua instansi di Indonesia merupakan faktor penbht tercapainya
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sejauh inilaidielum berhasil
menyelamatkan ratusan bahkan milyaran rupiah uaegara yang dikorupsi
pejabat negara. Penanganan korupsi masih beedifang pilih, terutama terhadap
perkara-perkara korupsi yang mencapai ratusan batinkigaran rupiah. Koruptor
yang berhasil digiring ke pengadilan dan kemudiapemara kebanyakan
koruptor kelas teri. Dengan demikian eksistensiajgan perundang-undangan
yang mewadahi upaya pemberantasan korupsi haruss tdiperjuangkan.
Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo bangstelsin menobatkan korupsi
sebagai kejahatan luar biasa, karena itu adalak lagharus dihadapi dengan
cara-cara luar biasa pul®'Hal itu juga berarti undang- undang korupsi belum
mampu menciptakan peluang dan kesempatan terwwgudkgsejahteraan
masyarakat.

Jika uang yang dikorup itu untuk biaya pendidikaasyarakat, maka
pendidikan di Indonesia sudah gratis. Jika uangyydikorup digunakan untuk
pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat damaka masyarakat akan
lebih sejahtera. Para koruptor itu sudah dipere@aga diberi amanah politik dan
harus menjaga kekayaan negara namun justru dihanamoburkan atas dasar
kerakusannya. Oleh karena itu, tindak pidana korgpsgatlah bertentangan
dengan hak asasi manusia dan keadilan masyaraad, yerimbas pada tidak
terwujudnya cita-cita negara yakni kesejahteraan.

Dalam rangka terwujudnya Kkesejahteraan masyarak@ka posisi
pemerintah sebagai pengayom dan pengemban kesafahtgangat diharapkan.
Seorang penguasa mempunyai kewajiban mensejahtenaksyarakatnya, bukan
menyengsarakan mereka. Begitu pun dengan anggusdatéd sebagai tonggak
pembuat undang-undang, sudah sepatutnya mereksabdeai orang-orang yang
bersih bukan yang cacat integritas. Maka pentirtgkumenyeleksi dengan ketat
bakal calon yang akan ikut dalam kontestasi peanlilegislatif mengingat sistem
demokrasi di Indonesia tidak mutlak melahirkan gramang bersih, masih
banyak masyarakat yang memilih karena uahgney Politi). Dengan demikian,
KPU beserta lembaga lain yang terkait dengan pengelaraan pemilu harus
lebih aktif untuk menyuarakan pelaksanaan pemilogybersih dengan diikuti
oleh orang-orang yang berintegritas pula.

1 Warih Anjari, Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Ruesistif Hak Asasi manusia (Kajian
Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K#Risf2014 Jurnal Yudisial Vol. 8 Nomor 1, April
2015, him.37.
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3. Kemanfaatan dan Kebahagiaan
Inti dari hukum progresif terletak pada berpikirndbertindak progresif yang
membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukuen&apada akhirnya
hukum itu bukan teks hukum melainkan untuk keba®agidan kesejahteraan
manusia.*® Hukum harus memberikan manfaat kepada seluruh sign¥ang
dimaksud dengan manfaat dalam hal ini adalah madghian keburukan dan
mendapatkan kebaikan. Tujuan hukum adalah untuk beekan kebahagiaan
yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanygéidog@a. Sama halnya
dengan tujuan mendirikan negara yakni kebahagiaag gebesar-besarnya dari
seluruh rakyat bukan kebahagiaan sebagian golongmurut Plato untuk
menciptakan ketentraman dan kesejahteraan di setagmina, hendaklah keadilan
yang memerintah di negara tersebfattal ini berarti bahwa dalam menetapkan
suatu kebijakan hukum, yang menjadi orientasi utataa prioritas adalah
kepentingan masyarakat banyak.

Norma hukum pada dasarnya bersumber pada kenydtamilai-nilai
dalam masyarakat, bukan kehendak penguasa atawaagg tertuang dalam
undang-undang semata. Dalam filsafat hukum, aliran disebut aliran
Sosiological Jurisprudence. Dibandingkan dengansépnhukum yang lain,
hukum progresif memiliki keunggulan, namun demikigada saat yang
bersamaan hukum progresif bukanlah konsep yangrbsetdiri. Hal ini dapat
dilihat dari eksplanasi terhadap persoalan hukung yalak bisa melepaskan diri
dari kebersinggungannya dengan konsep hukum yamgkperti*®

Pertama, teori hukum responsive ide atau respongwg menghendaki
agar hukum senantiasa diposisikan sebagai fasilitetng merespons kebutuhan
dan aspirasi warga masyarakat, dengan karaktermyay ymenonjol yaitu
menawarkan lebih dari sekedar procedural justiezorientasi pada keadilan,
memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daapdil mengedepankan pada
substancial justice.

Kedua, teori hukum realis atdegal realism (Oliver Wendell Holmes)
terkenal dengan kredonya bahwa, "Bahwa kehidupda gasarnya bukan logika,
melainkan pengalama(iThe life of the law has not been logic: it hasebe
experience").Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas aoigtapi
experience, maka hukum tidak dilihat dari kacanhateum itu sendiri, melainkan
dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingircapai, serta akibat-akibat yang
timbul dari bekerjanya hukum. Dalam legal realigp@mahaman terhadap hukum
tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen-dokinmieinm,tetapi melampaui
teks dan dokumen hukum tersebut. Bentham memakegunaan atau
kemanfaatarfulity) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat nienglean
manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagitan,sasuatu yang dapat
mencegah terjadinya kerusakan, kedaksenangan akajalatau kedakbahagiaan.
Nilai kemanfaatan ini ada pada ngkat individu yangnghasilkan kebahagiaan
individual (happiness of individual maupun masyarakat(happiness of
community)'* Bagi Bentham, moralitas suatu perbuatan ditentudlangan

1 Op.Cit, Mukhidin, him.278.

12 Baharuddin LopaKejahatan Korupsi dan Penegakan Hukyfakarta:Kompas, 2001), him.131.

13 Dey RavenaWacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukumdonesia,Jurnal Wawasan
Hukum, Vol. 23, nomor 02, September 2010, him.158.

14 A latipulhayat, Khazanah:Jeremy Benthardyrnal llmu Hukum Padjajaran, Vol.2, nomor 2 Tatf@i5,
him.416.

1267



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 1, 2024

mempermbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagggenap manusia,
bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimaaautd oleh hedonisme
klasik. Inilah yang kemudian melahirkan dalil klasBentham mengenai
kebahagiaarthe greatest happiness of the greatest nunfkelvahagiaan terbesar
untuk mayoritas).

Tindak pidana korupsi menjadi sorotan di Indonesgdningga kasus tindak
pidana korupsi ini cukup banyak terjadi di kalangaetinggi atau pejabat
sehingga muncul sebuah gerakan baru yaitu korkphisi, dan nepotisme atau
yang disingkat dengan KKN. Adanya gerakan reform@ssebut menjadi
perhatian penting dalam masyarakat dengan tujuanegeahan serta menindak
pelaku tindak pidana korupsi.

Terkait dengan analisis putusan MK Nomor 87/PUU-2022 ini awal
mula pemohon mengajukan gugatan pada tanggal 24t4g@022 oleh Leonardo
Siahaan, S.H yang berprofesi sebagai karyawan avdast beralamat di Bekasi
yang kemudian di terima di Mahkamah Konstitusi ptaegal 28 Agustus 2022
dalam hal tersebut duduk perkara diawal adalahgself®emohon merasa dirinya
dirugikan akibat kewenangan konstitusionalnya tesian dengan berlakunya
undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 51 @yatUu Mahkamah
Konstitusi. Pemohon dapat dikabulkan permohonarapyabila ia merupakan
seorang Warga Negara Indonesia (WNI), dalam perkilenpsuatu masyarakat
dengan adat-istiadat yang masih berlaku seumurphidan sesuai dengan
masyarakat yang terus berkembang, berdiri sebagdu fpadan hukum privat
maupun umum, dan pemohon merupakan institusi badgara. UUD 1945
mengatur banyak hak salah satunya yakni mengatkrkbastitusional yang
terdapat pada Pasal 51 ayat 1, kerugian konstitalterdiri dari 5 syarat yang
telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi:

1. UUD 1945 memberikan hak dan juga kewenangan kossgiital terhadap
pemohon

2. pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya undawgng atau Perppu
mengenai hak atau kewenangan konstitusional

3. menurut nalar kerugikan konstitusional tersebusibedr actual dan spesifik
dan dipastikan akan terjadi

4. Terjadi kerugian yang berlakunya undang-undang p&ppu menciptakan
hubungan sebab-akibat

5. Kerugian konstitusional kemungkinan tidak akanadirjapabila permohonan
dapat dikabulkan.

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi meneramdb@hwa syarat
kedudukan hukum dengan dipenuhinya syarat pemoleoapéd menunjukkan
KTP atau kartu tanda penduduk sebagai identitas yding dianggap hak
konstitusionalnya dianggap wajar dan akan terlageiggan adanya pasal dalam
perkara a quo. Pemohon adalah warga kebangsaamesido/ang memiliki setiap
hak untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk rhemdlam pemilu.
Menurut pemohon terdapat potensi adanya kerugigaraelangsung ataupun
tidak, dan takut adanya sebuah jual-beli calon aregtegistlatif akibat adanya
dalih “mantan narapidana yang bersangkutan secaranibterbuka dan jujur
terhadap khalayak umum untuk mengumumkan bahwaydirnerupakan mantan
terpidana yang pernah dihukum dengan hukuman @érat ini tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilivaom.
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Pendekatan telah ditempuh sejauh ini justu meméeriégfek jera bagi
pelaku terpidana kasus korupsi yang merupakan Kimi@dana umum. Setelah
melakukan hukuman berupa hukuman penjara, semuesisdapat dikatakan
terpenuhi. Akibatnya, alih-alih mengurangi tindakgma korupsi, justru tumbuh
suburnya para pelaku kejahatan baru di usia mudas&1 Mahkamah Konstitusi
yang menangguhkan hak mantan narapidana yang imgingulang "karir"
politiknya merupakan pukulan untuk mendukung intagrpemilu. Mahkamah
Konstitusi memberlakukan tiga persyaratan yang na¢asb ketika seorang
mantan terpidana kasus korupsi ingin mengajukan kéimbali sebagai calon
anggota parlemen pada rapat umum pemilihan.

Pertama, tidak sedang/pernah dipenjara akibaraéf@sus yang ancaman
hukumannya berupa pidana penjara paling lambamsetatahun, terkecuali yang
bersangkutan menjalankan tindak pidana kelalai@tcefkderungan) dan tindak
pidana politik yang artinya tindak pidana itu mek@n hukum positif karena
yang bersangkutan mempunyai perbedaan pandangaik pehgan kekuasaan
pemerintah.

Kedua, untuk eks narapidana, sudah 5 tahun sejakamanarapidana
menjalankan putusan pengadilan dan menerima huktensebut secara legowo,
tetap dan secara jujur atau terbuka menyatakan dahereka adalah mantan
narapidana.

Ketiga, tidak melakukan repeater atau kejahatang yd@engan sengaja
dilakukan secara berulang-ulang. Sebenarnya kelnijaknembuat peraturan
hukum pidana menjadi agar lebih baik adalah sug@ya dalam mengatasi
berbagai kejahatan yang ada saat ini.

Menurut Pasal 181 UU Pemilu, diperjelas bahwa pberpdng dituju adalah
anggota DPD. Keputusan MK ini sama dengan Keputi#idrNomor 87/PUU-
XX/2022 yang isinya berupa aturan terhadap calggeta DPR yaitu: DPR RI,
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang juga tiddkpat langsung
mencalonkan diri dalam pemilukada lebih dari 5 mhDi dalam. Sebelumnya,
KPU mencatat dalam putusan 87/PUU-XX/2022 MK handisebutkan secara
tegas calon DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kaleiplbta. Namun, putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut juga berlaku bagircaloggota DPD.

Didalam putusan MK Nomor No0.87/PUU-XX/2022 ini meagkan
Judicial Activism, dapat dilihat dari penafsirankbm dan memperlihatkan
adanya keadilan bagi masyarakat, yang kemudian tkegmnya Lembaga
Yudisial dapat memutuskan peraturan perundang-wasandiatas sebagai
peraturan perundang-undangan yang sedang di ugrimabejak tahun 2005
Indonesia sudah mengimplementasikan Praktek judacitvism dalam putusan
Mahkamah Konstitusi. Praktik hakim konstitusi yamgaksanakan dengan
mengenyampingkan kewenangan dan secara professiogaérapkan judicial
activism adalah menjadi kritik terbesar selama lahkan putusan tersebut
seringkali bertentangan dengan kewenangan lembeggran atau lembaga tinggi
negara lain.

Upaya dalam mengurangi dan mencegah kader-kader partai politik dalam
kontestas pilihan legislatif tahun 2024

Pemilihan umum yang jatuh pada tahun 2019 menjagudv demokrasi
prosedural bangsa Indonesia. Serangkaian persidifsksanakan sedemikian rupa
oleh penyelenggara pemilu mulai dari Komisi PeraiithUmum (KPU), Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatanefarggara Pemilu (DKPP).
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Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan padanta®024 adalah masa
penyelesaian sengketa penetapan pencalonan arigf&aDPD dan DPRD serta
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Fenomena dicalonkannya mantan napi korupsi iniktigglepas dari peran
partai politik di dalamnya. Mengacu pada konseprutsken partai politik yang
menyatakan bahwa elit partai yang memiliki kekuasaatuk memilih siapa saja
calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatarddsarkan skill dan kapasitas
yang dimilikinya untuk pemimpin, tentu elit partsiiddah menimbang menyoal eks
koruptor yang dikader menjadi caleg ini. Dari 16tpapolitik yang ikutserta dalam
pemilihan umum 2019 hanya ada tiga partai saja yaek mencalonkan eks
koruptor di dapil manapun. Hal tersebut diperkuahghn portal berita dalam
nasional.kompas.com, bahwa sebanyak tiga dari &éi mlitik peserta Pemilu 2019
tidak mengusung calon legislatif (caleg) mantanapiana korupsi di seluruh
tingkatan, baik DPR, DPRD Provinsi dan KabupatetdKd<etiga partai tersebut
adalah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partad®ean Pembangunan (PPP), dan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan nama-nama yang telah dirilis tersalpgnya Komisi Pemilihan
Umum bersama Bawaslu dan DKPP sempat mengirim gareg menyinggung soal
pakta inetgritas. Sebelumnya, partai di tingkat apusienyetujui adanya pakta
integritas yang bunyinya tidak akan mencalonkaralegcmantan narapidana korupsi.
Di tingkat DPR Rl memang tidak ada caleg yang medgag status eks napi korupsi,
namun nama —nama eks koruptor justru bermunculadGli tingkat provinsi dan
kabupaten. Hal ini menjadi indikasi pakta integritidak sepenuhnya menjadi
concern parpol di tingkat daerah.

Sebelum nama-nama tersebut diajukan ke KPU, dajpatsttkan parpol
pengusung telah melakukan sedemian proses penoalBuganya, status mantan
napi kasus korupsi tidak mengurunkan niat parpdukurmengikutsertakan kader
tersebut dalam kontestasi pileg 2019. Tentunya aeéberapa faktor yang
melatarbelakangi hal tersebut antara lain problé@apayung hukum dan tarik
menarik kepentingan antara partai politik itu sendengan lembaga penyelnggara
pemilu, Komisi Pemilihan Umum.

Gejolak yang kemudian muncul dari pencalonan eksgtor menjadi caleg
ini berawal dari tumpang tindihnya regulasi yanghgegur penyelanggaraan pemilu.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKiRWJ)20 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakayat, Déveawakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalmupkibta eks koruptor yang
menjadi calon legislatif tidak boleh terlibat. Beri bunyi pasal 4 ayat (3), “dalam
seleksi bakal calon secara demokratis dan terbekagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak menyertakan mantan terpidana bandarobarkkejahatan seksual terhadap
anak, dan korupsi”. Melalui pasal ini jelas tergambahwa PKPU tidak memberikan
kesempatan kepada mantan narapidana kasus korupsi.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 7 Undang-umdemilu pasal 240
ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa seorangamamarapidana yang telah
menjalani masa hukuman selama lima tahun atau ,lebdleh mencalonkan
diriselama yang bersangkutan mengumumkan pernastabes sebagai narapidana
kepada publik. Kontras dengan PKPU diatas, padaltidak melarang mantan
narapidana korupsi untuk menjadi caleg. Karenarflah pada akhirnya diajukan uiji
materil terhadap PKPU no. 20 kepada Mahkamah Agudapun berdasarkan
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informasi perkara yang dilansir panitera Mahkamajurg, sedikitnya ada delapan
orang yang telah menggugat peraturan itu.

Dunia politik di pertengahan tahun 2018 sempat nmamamembahas isu
pencalonan eks napi koruptor. Tarik menarik kepgaih dalam partai politik mulai
terlihat ditambah dengan regulasi dari Komisi Pdrail Umum yang ternyata
tumpang tindih dan berlawanan dengan regulasiyramdi atasnya berdasarkan tata
urutan perundang-undangan di Indonesia. Untuk nmedigés fenomena pencalonan
eks napi koruptor tersebut penulis membagi ke dalamperspektif yakni dari pihak
partai politik dan dari pihak kontra pencalonan k&suptor yaitu KPU dan beberapa
kalangan masyarakat lainnya.

Pertama, faktor pendorong pencalonan eks napi karugbeh Partai Politik
dilihat dari fungsi rekrutmen parpol itu sendirietika partai politik melakukan
rekrutmen tipe partisanship di mana parpol mergkalgngan yang memiliki loyalitas
pada parpol dan mampu menghimpun partisan. Tidsk dipungkiri kehadirankader
yang diajukan menjadi caleg di tubuh parpol dapemiverikan dampak elektoral.
“Mereka (mantan eks koruptor) punya sumber dayakuparpol khususnya sumber
daya pendanaan, dana dan juga jejaring yang biszabéaat bagi elektoral”, ujar Titi
Anggraeni ketua Perludem kepada jawapos.

Pernyataan di atas kemudian kontras dengan apadysagpaian Ketua DPP
Bidang Hukum Partai Nasdem Taufik Basari dalamabdéetro Pagi Primetimepada
Selasa, 18 September 2018. Berikut pernyataannygalimya mantan kepala daerah
atau kontraktor yang punya dana banyak, kalau tidh&alonkan sayang
elektabilitasnya”. Taufik Basari menduga salah sééisannya karena beberapa tokoh
yang pernah tersangkut kasus korupsi dapat mergiidaara dan meningkatkan
elektabilitas partai jika terpilih kembali menjadakil rakyat.

Dalam sebuah talkshow di salah satu televisi nasitdiH sebagai caleg Dapil
Kabupaten yang pernah terjerat kasus korupsi damdatia satu tahun penjara
mengungkapkan alasannya maju kembali sebagai wnayhat. “Modal saya nyaleg
Cuma dua, sebagai mantan wakil rakyat sekaligustanamapi. Saya sportif
menjalani hukuman, tidak lari. Umar bin Khatab daiga bertaubat. Banyak warga
yang meminta untuk maju. Artinya saya layak maju siaya meyakini saya korban.”

Kedua, faktor penolakan oleh KPU RI terhadap pemzal eks napi koruptor
dilihat secara sosiologis yang menyangkut urusdrlilpifhubungan antara negara
dengan masyarakat). Ketika korupsi terjadi pihakgygaling dirugikan adalah
masyarakat, terlebih korupsi termasuk salah satlaki kejahatan luar biasa. Ketika
KPU tidak meloloskan bacaleg mantan napi korupsijate hal yang benar sebagai
antisipasi perilaku yang merugikan hajat hidup graranyak sekaligus bentuk
komitmen negara memberantas korupsi.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga mandiri idalependen dalam
menyelenggarakan Pemilu salah satunya dalam pemgusegulasi dan mempunyai
kewajiban moral menjaga integritas pemilu. UpaydJKiRelarang mantan koruptor
menjadi peserta pileg 2019 merupakan bagian dambaagun integritas peserta dan
kandidat Pemilu. Namun, hal yang menjadi batu sagain adalah ketika KPU
berhadapan dengan para penggugat peraturan yamgdibluat sedemikian rupa ke
Mahkamah Agung.

Selanjutnya, dilema terjadi ketika pencalonan yatigarapkan khalayak
adalah calon terintegritas yang ideal, bukan pengqarkoba, kekerasan pada anak
bahkan korupsi. Terlebih yang akan dicalonkan dd@batan di kursi legislatif yang
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notabene sesuai regulasi akan memilih anggota Kdteisiberantasan Korupsi,tentu
terlihat sangat tidak selaras.

Ketika isu demokrasi mulai digalakkan pasca ref@ini®98 maka sudah
menjadi tanggungjawab bersama untuk merealisagikeamokrasi itu sendiri, tidak
hanya sebatas mimpi yang ideal. Dua puluh tahurcapasformasi seharusnya
demokrasi sudah berkembang disetiap aspek kehidbpamegara, tak terkecuali
dalam ranah pemilihan umum baik presiden dan waksiden sampai dengan dewan
perwakilan rakyatnya. Peran parpol sejak Pemilu91%@mpai dengan pasca
amandemen UUD 1945 yang keempat pada tahun 202 pegting dan menempati
peran vital bagi jalannya sistem ketatanegaraamdbnesia. Urgensi parpol inilah
yang mengharuskan konsep ideal dari demokrasi hdipertahankan melalui
beberapa upaya berikut ini.

Mendemokratiskan rekrutmen, melalui perbaikan kasliseleksi internal
parpol dalam menentukan kandidat pileg. Jenis sekaindidat dalam pemilu dimulai
dengan (1) sertifikasi, merupakan tahapan pendé&mikriteria yang dapat masuk
dalam pencalonan dengan didasarkan pada aturatif@@maturan partai dan norma
sosial informal. Pencalonan napi koruptor yang batkan dikeluarkannya putusan
Mahkamah Agung ada di tahap sertifikasi ini.

Selanjutnya adalah (2) penominasian, yaitu kesedie@on yang telah
memenuhi syarat dan permintaan dari tim selek9i.t§Bap pemilu, merupakan
seleksi publik untuk menentukan siapa calon yarapdkrpilih, seleksi inilah yang
menjadi lambang demokrasi rekrutmen yang sesungguli8istem rekrutmen partai
sebisa mungkin bersifat adil dan berkesinambungan.

Mendemokratiskan penentuan caleg DPR/DPRD, metakepakatan internal
partai politik secara demokratis yaitu konvensi.nkensi dilakukan sesuai dengan
tingkatan DPR seperti Konvensi nasional untuk miénghleg DPR RI, konvensi
provinsi untuk penentuan caleg tingkat provinsi daggitu seterusnya. Model
pemilihan melalui konvensi ini mengutamakan musyaWwanufakat bukan one man
one vote berdasarkan suara mayoritas dan popsla@eh karena itu, diperlukan
model inklusif dalam penentuan kandidat dengan neekoat desentralisasi
kepengurusan Parpol daerah untuk menentukan kangidg akan bertarung dalam
pileg. Tradisi musyawarah mufakat dalam konvensicpnan kandidat merupakan
warisan dan identitas nasional bangsa Indoensiaséf inilah yang melahirkan
sebuah badan berbentuk Majelis Permusyawarataai Rartg mampu mengatasi dan
memaknai cita-cita ideologi parpol dan cita-citgpé@impinan politik Indonesia,
seperti itulah idealnya.

Mendemokratiskan  kepengurusan partai politik, dikdn dengan
memperkuat dan mempersolid organisasi Parpol sebpgadukung dalam
menggerakkan fungsi-fungsi Parpol. Organisasi parperlu didorong untuk
memperbaiki manajemen keuangan Parpol dan pengetiagian Parpol bukan
hanya merekrut kelompok-kelompok profesional yag mitiki kemampuan
membantu memenangi pemilu.

Gerakan politisi bersih, memiliki tujuan menjagaalsiitas demokrasi
pemilihan umum. Konsep ini kemudian digambarkan gden sosok politisi-
negarawan yang memiliki kesadaran politik yangdingntuk mengabdikan seluruh
jiwa-raganya untuk kemajuan bangsanya. Sedikietegdr idealis namun setidaknya
inilah cita-cita untuk politisi bangsa kedepannya.

Ada empat kriteria yang memvisualisasikan pollisisih. Peratama, memiliki
komitmen atau janji yang ditunaikan setelah tempithenduduki jabatan yang
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disiapkan untuknya. Kedua, memiliki integritas atasetiaan kepada yang benar.
Fenomena eks koruptor benar-benar menjadi dilerteraamtegritas kepada hukum
atau integritas mereka terhadap perilaku anti korup

Ketiga, tidak terlibat KKN. Konsep gerakan politlsrsih yang sampai saat
ini menjadi hambatan sekaligus tantangan baik pagyol, kader dan segenap pihak-
pihak penyelenggara negara. Untuk memberantas ogatahi pun tidak hanya
keinginan satu pihak melainkan kesadaran selurbikpyang terlibat dalam proses
politik.

Keempat, tidak terlibat dalam pelanggaran HAM. Hai menjadi
pertimbangan krusial dalam mengukur dan melahig@iik yang “bersih”. Politisi
hendaknya tidak pernah melakukan kejahatan terha#lemanusiaan dan
menghormati hak sosial dan hak politik masyarakat.

Mendemokratiskan pemilihan legislatif dapat diupaya dengan beberapa
jalan tersebut diatas. Namun, sekali lagi upay#diak dapat dilaksanakan satu pihak
melainkan keterlibatan semua stakeholder, bailkéihgusat maupun di daerah

KESIMPULAN

1. putusan MK Nomor No0.87/PUU-XX/2022 ini menerapkamidial Activism, dapat
dilihat dari penafsiran hukum dan memperlihatkaangd keadilan bagi masyarakat,
yang kemudian keputusannya Lembaga Yudisial dapemutuskan peraturan
perundang-undangan diatas sebagai peraturan pagtddangan yang sedang di uji
materiil. Sejak tahun 2005 Indonesia sudah mengimehtasikan Praktek judicial
activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Praktgkim konstitusi yang
dilaksanakan dengan mengenyampingkan kewenangan sdeara professional
menerapkan judicial activism adalah menjadi kritdcbesar selama ini, bahkan
putusan tersebut seringkali bertentangan dengarerk@vgan lembaga negara atau
lembaga tinggi negara lain.

2. Terjadi tumpang tindih payung hukum antara PKPUgderperaturan diatasnya yaitu
Undang-Undang. Alhasil Mahkamah Agung terlibat umuemutus sengketa dan uji
materil yang diajukan penggugat. Partai Politik osonkan kader eks koruptor
karena model rekrutmen partisanship, dimana ka@enihki loyalitas tinggi terhadap
partainya. Sehingga, walaupun pernah terjerat kpaus kader eks koruptor tetap
senantiasa setia pada parpol. Komisi Pemilihan Umweami menjaga
profesionalitasnya sebagai lembaga pemilu yang maindbk meloloskan bacaleg
eks koruptor seperti yang telah ditetapkan melgkiPU. Walaupun, pada akhirnya
KPU kalah terhadap gugatan yang diarahkan kepadaeyalui Mahkamah Agung.
Mendemokratiskan Parpol dalam Pileg dapat menjpdya yang dapat mengurangi
ataupun mencegah terjadinya polemik pencalonan e&gi koruptor. Hal ini
dikarenakan upaya pencegahan korupsi dimulai daland partai politik hingga
akhirnya kader-kader yang duduk di legislatif tedar dari perilaku korup ke
depannya
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ABSTRACT

Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitutioantates the government to provide protection foodand a
decent livelihood for humanity. Today's rapid besis development has an impact on the need forie®tas
officials who make authentic deeds. This authed@ed will later become evidence with full legalderin
court. The result of the increasing need for netiis the increasing number of notaries and nobffiges
which then open up jobs as notary employees. Whekirlg at the legal relationship between notaried a
notary employees, the employer is the notary aadmbrkers are notary employees, while the notafigeofs a
company. For this reason, the existing rules in w24 of 2011 concerning the Social Security @izjiag
Agency also apply to notary offices. Normative glical legal research methods, or research donedkrig at
the laws and regulations that apply or are appbeal specific problem with 2 (two) approaches, ngnmstatute
approach and conceptual approach, are the reseettiod used to address the legal issues raisédsistudy.
Primary and secondary legal resources were thecaswf research materials employed in this studye T
deduction method, which is the process of condgatsearch based on general principles to expkiticplar
events or from general theories to concrete faas, the analysis approach employed in the compilaif data
for this study. The formulation of the problem imst paper is how the form of legal protection fatary
employees who are not registered with the EmploynB#S based on Law no. 24 of 2011 concerning the
Social Security Organizing Agency (BPJS)

Keywords: Social Security, Worker, Notary

PENDAHULUAN

Hubungan yang terbentuk antara pekerja dan pengusatielah adanya perjanjian
kerja dikenal sebagai hubungan kerja. Hubungan jenain karena adanya perjanjian kerja
yang memuat syarat-syarat kerja, upah, dan periataaira pengusaha dan pekerja/buruh
disebut hubungan kerja. Dengan demikian, jelaskwl adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh merupakan hal yangnhbetkian hubungan kerfa.

Apabila syarat-syarat sebagai pemberi kerja daremeekerpenuhi dalam hubungan
antara notaris sebagai pejabat umum dengan pegayaimaka hubungan antara notaris
dengan pegawainya adalah hubungan kerja antaraepekdsja dan pekerja. Akan ada hak

! Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, ERisiisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
him. 61
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dan kewajiban yang timbul dari hubungan kerja antaotaris sebagai pemberi kerja dan
pegawai notaris sebagai pekerja.

Perjanjian kerja dalam Bahasa Belanda disednbbeidsoverenkoms. Pasal 1601
KUHPerdata mendefinisikan perjanjian kerja sebégaatu perjanjian di mana pihak kesatu
(si buruh) mengikatkan dirinya untuk di bawah peinpihak yang lain, si majikan untuk
suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengaremnes upah.”

Perjanjian kerja kontrak atau dikenal juga denganapjian kerja waktu tidak tertentu
(PKWT) adalah perjanjian kerja yang dibuat untukgjea waktu tertentu. Karyawannya
adalah karyawan kontrak atau karyawan tidak teSsgmentara itu, perjanjian kerja yang
dinegosiasikan untuk jangka waktu yang tidak tebddiasanya disebut sebagai perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT), dan pekerjanya diampgg&bagai pekerja tetap. Menurut
peraturan, perjanjian kerja yang dibuat untuk waldek tertentu berhak untuk didaftarkan
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS af@selalam kaitannya dengan
pemutusan hubungan kerja, klausul ini bertujuamkitebih menjamin atau melindungi hal-
hal yang tidak diinginkan. Perjanjian kerja wakéateéntu juga memiliki hak, namun semata-
mata hanya hak untuk mendaftarkan diri sebagar{@eB@JS Kesehatan.

Salah satu komponen terpenting dalam sebuah l@tmiskantor adalah tenaga kerja.
Tenaga kerja harus diberikan jaminan sebagaimartant&im dalam Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyathkdowa tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang laygikkbenanusiaan, karena tenaga kerja
merupakan hal yang penting. Selain itu, UUD 194%aP2a8 H ayat (3) menjamin hak warga
negara untuk mendapatkan jaminan sosial. Selagupgmerintah diwajibkan oleh Pasal 34
ayat (3) UUD 1945 untuk menyediakan fasilitas paten publik yang memadai. Pasal-pasal
ini menunjukkan bahwa semua warga negara, termasereka yang berprofesi sebagai
notaris, berhak atas jaminan sosial, pekerjaan kayadk, dan kesehatan yang baik.

Perwujudan hak-hak dasar yang dijamin oleh Undandadg Dasar 1945 di atas
dikenal dengan istilah perlindungan hukum terhaplekerja. Tujuan perlindungan pekerja
adalah untuk melindungi hak-hak pekerja, memberkesempatan dan perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi, serta mewujudkan kesejahtepkerja dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan kemajuan dunia usaha dan kepentipgagusaha. Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudianisiidengan Undang-Undang No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pateksari peraturan perundang-undangan
di bidang Ketenagakerjaan merupakan peraturan gangaundangan yang berkaitan dengan
perlindungan pekerja.

Jaminan sosial adalah jenis perlindungan hukum gangksudkan untuk melindungi
pekerja dan keluarga mereka dari bahaya yang tedemigan pekerjaan sebagai buruh.
Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosid@N@ahun 2011 (UU BPJS), yang

2 Heru Suryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Rekerja Outsourcing Berdasarkan Asas
Keadilan”, Jurnal Hukum. Diterbitkan oleh Fakultdakum Universitas Pembangunan Veteran, 2018, Jakart
him 2. Diunduh pada tanggal 24 Juni 2024.
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terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakergzeat ini mewujudkan perlindungan
untuk jaminan sosial pekerja.

Istilah "jaminan sosial tenaga kerja" mengacu pswlatu sistem yang melindungi
pekerja dan buruh dengan memberikan jaminan keselsatrta santunan dalam bentuk uang
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan ydagghatau berkurang dan pelayanan
sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang diglakerja dan buruh, seperti sakit, hari tua,
hamil dan meninggal dunfa.

Peserta program jaminan sosial dibagi menjadi dategori berdasarkan Pasal 3
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2013: pesertaipenepah dan peserta bukan penerima
upah. Peserta program penerima upah dibagi medismdkelompok: peserta yang bekerja
pada perusahaan yang diselenggarakan oleh negkexjgpswasta) dan peserta yang bekerja
pada pemberi kerja yang tidak diselenggarakan oégara (TNI, POLRI, pejabat negara,
dan pegawai pemerintah non-PNS). Peserta yang takerima upah (pemberi Kerja,
pekerja mandiri, atau pekerja di luar hubungan kerja); termasuk di dalamnya adalah notaris,
tukang ojek, pengacara, dan advokat.

Menurut Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sisteminan Sosial Nasional /
UU SJSN, hak dan kewajiban yang timbul sebagaiatlpbenyelenggaraan program jaminan
sosial nasional didasarkan pada asas keadilan,sosiafaat, dan kemanusiaan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Menurut Pasal 16 UU SJSN, sebtegerta berhak atas manfaat dan
informasi mengenai penyelenggaraan program jansnaial yang diikuti. Menurut pasal ini,
setiap peserta berhak mendapatkan seluruh margaanirmasi mengenai penyelenggaraan
program jaminan sosial yang diikuti, meliputi ja@wm sosial, jaminan hari tua, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Di kantor notaris, misalnya, kenyamanan karyawamgat penting untuk
meningkatkan produktivitas dalam proses pembuatda. dJntuk menjamin keamanan
pekerja, perlindungan tenaga kerja harus menjaalifas utama.

UU BPJS mengatur jaminan sosial untuk ketenagakerglan kesehatan. Undang-
undang ini mengatur jaminan kesehatan, jaminan igpgngaminan hari tua, jaminan
kematian, dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluvalga negara Indonesia, termasuk
warga negara asing yang telah bekerja di Indorsidaknya selama enam bulan. Undang-
undang ini menyatakan bahwa karyawan kantor noerisak atas tunjangan jaminan sosial
yang dikelola oleh BPJS.

Berdasarkan jaminan sosial yang dianut, pembeja kgtng mempekerjakan orang
dan memberikan gaji, upah, atau imbalan dalam kdato wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai denganlBaaght (1) UU BPJS. Pemberi kerja
seperti notaris memiliki kewajiban untuk mendaftarkpekerjanya ke BPJS Kesehatan dan
Ketenagakerjaan dengan memberikan informasi yangatkdan lengkap kepada BPJS
mengenai pekerjanya dan keluarganya.

3 Lalu Husni, Loc Cit, him 151
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Selanjutnya, pemberi kerja yang gagal mematuhi IP4sa UU BPJS dapat
menghadapi sanksi administratif, seperti peringétatulis, denda, atau penolakan akses ke
layanan publik tertentu, menurut Pasal 17 UU BRJSnberi kerja juga diwajibkan oleh
Pasal 19 UU BPJS untuk mengumpulkan iuran yangglgang oleh peserta dari karyawan
mereka dan menyetorkannya ke BPJS.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pereulégik untuk melakukan penelitian
lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perlindungakunu bagi karyawan notaris yang tidak
terdaftar BPJS yang dituangkan dalam tulisan bafjudPerlindungan Hukum Bagi
Karyawan Notaris Yang Tidak Terdaftar BPJS Ketenag&kerjaan Berdasarkan Undang-
Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggataminan Sosial’

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif, atau penelitian dengamacmenganalisis peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau diterapkaa aatu topik tertentu, merupakan jenis
penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. €lgmn normatif, atau penelitian doktrinal,
adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti wh&n-dokumen hukum dan bahan
pustaka lainnya.

Peneliti menggunakan dua (2) strategi pendekataalada dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan: Metode ini melibgpedacakan setiap undang-
undang dan peraturan yang ada hubungannya dengatamgang sedang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual: metode ini didasarkan paberdépa ide dan sudut pandang
ilmu hukum.

Dokumen-dokumen hukum yang digunakan dalam peaelitii berasal dari berbagai
sumber. Untuk mendukung sumber hukum primer daarslk, digunakan dokumen hukum
tersier, sekunder, dan dokumen hukum lainnya. Aisafireskriptif analitis digunakan dalam
penelitian ini untuk menganalisis dokumen-dokumehkum. Artinya, fakta-fakta dianalisis,
dipahami, dan dijelaskan sebelum jawaban yang malsalkberdasarkan fakta-fakta tersebut
diberikan?

PEMBAHASAN

Bukti yang sah atas tindakan hukum dan peristiwagydialami oleh mereka
diperlukan untuk pengembangan hubungan hukum dadagsyarakat. Bukti tertulis diterima
sebagai alat bukti yang sah di bidang perdata damiliki kekuatan pembuktian yang paling
tinggi dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Katieen pembuktian yang paling kuat dan
komprehensif dimiliki oleh akta otentik dalam bdatartulis. Dengan adanya perkembangan

* Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, P&gealah Hukum, Alumni, Bandung, 1978, him. 9
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hukum tersebut, notaris semakin dituntut untuk meshlakta otentik yang dapat digunakan
sebagai alat bukti untuk memastikan hak dan keaajgara pihak.

Pertambahan jumlah notaris juga berdampak padarbeahnya kantor notaris dan
karyawan notaris. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undan@ nahun 2014 tentang Jabatan Notaris
(UUJN) menyatakan bahwa “dalam jangka waktu 3@ (pgluh) hari terhitung sejak tanggal
pengambilan sumpah/janji jabatan notaris yang bgfagan wajib untuk:

a. Menjalankan jabatannya dengan nyata

b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatanrisok@pada Menteri, organisasi
notaris dan majelis pengawas daerah

c. Menyampaikan Alamat kantor dengan memberi contobadangan dan paraf, serta
cap/stemple Jabatan Notaris berwarna merah kepaaaeM dan pejabat lain yang
bertanggung jawab di bidang agraria pertanahamangsi notaris, ketua pengadilan
negeri, majelis pengawas daerah serta bupati safikota ditempat notaris diangkat.”

Dari ayat ini jelas bahwa setiap notaris harus rikinkiantor tersendiri untuk dirinya
dan stafnya. Menurut Pasal 2 peraturan UU Ketera@an, staf kantor notaris dianggap
sebagai pekerja atau buruh, “pekerja/buruh adaktiaps orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU BPJS, kantor natapat diklasifikasikan sebagai
pemberi kerja karena menawarkan jasa di bidang gelam hal ini jasa pembuatan akta
otentik. Semua aturan UU BPJS yang berkaitan deRgamsahaan juga berlaku untuk kantor
notaris jika notaris dianggap sebagai pemberi keéga kantor notaris sebagai usaha legal
yang menyediakan jasa.

Dalam hal menjaga dan membina hubungan kerja yasigfpdengan para karyawan
sehingga mereka merasa nyaman dalam menjalankggutag jawabnya, notaris berperan
penting. Menurut Pasal 15 Ayat 1 UU BPJS, pembatjekyang memberikan gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lain kepada pekerja wajib ra#tackan dirinya dan pekerjanya
sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jasasiahyang diikuti.

Perjanjian adalah komitmen yang dibuat oleh duangraatu sama lain untuk
melakukan tugas tertentu. Istilah "perjanjian" daontrak” (contracts) sering kali digunakan
secara bergantian. Kontrak atau perjanjian didekian sebagai situasi di mana para pihak
yang mencapai pemahaman bersama tentang masalgh dyi@adapi diharuskan untuk
menindaklanjuti perjanjian tersebut untuk membandwibungan hukum yang dikenal
sebagai kewajiban (verbintenis). Akibatnya, pergandan kontrak dapat berfungsi sebagai
sumber hukum formal dengan memberikan hak dan Keavajkepada para pihak yang
terlibat.

Perjanjian yang menguraikan dasar dan tanggungbjamasing-masing pihak harus
dibuat sebelum notaris dan karyawannya dapat nheleerja sama. Jika perjanjian tersebut
mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hulardaf, yang mengatur persyaratan
yang diperlukan agar suatu perjanjian menjadi t&imasuk keberadaan, kecakapan, suatu
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hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, makargenmn tersebut dianggap sah. Kedua belah
pihak menyetujui ketentuan-ketentuan dalam peganfierja yang dibuat antara notaris dan
stafnya. Kontrak ini menetapkan perjanjian kerjeennotaris dan stafnya.

Penjelasan mengenai perjanjian kerja antara perkbga dan pekerja masih kurang
dalam UU BPJS. Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakenaamdefinisikan perjanjian kerja
sebagai perjanjian yang merupakan hasil perundigdara serikat pekerja/serikat buruh,
gabungan serikat pekerja/serikat buruh, atau depiideerja/serikat buruh dengan pengusaha.
Perjanjian tersebut dicatatkan pada instansi yarmgtalggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dan memuat syarat-syarat, hak,keamajiban kedua belah pihak yang
berhubungan dengan syarat-syarat kerja, pengusahagerikat pekerja/serikat buruh.

Perlindungan hukum adalah pembelaan terhadap Hale$asi dan martabat yang
dimiliki oleh subjek hukum terhadap kesewenang-weaa atau sebagai suatu sistem hukum
atau peraturan yang dapat melindungi suatu hal Wdakilainnya. Meskipun konsep
perumusannya menggunakan berbagai pemikiran bangt yenekanan konsepnya bertumpu
pada perlindungan hukum terhadap pekerja di Indartetap bertumpu pada perlindungan
hak-hak asasi dan harkat dan martabat pekerja, $&llagai individu maupun sebagai
pekerja, namun perlindungan hukum yang dimaksukhdbnesia selalu berlandaskan pada
Pancasila sebagai landasan idiilnya.

Dua komponen mendasar dari perlindungan pekerjdatadaembelaan terhadap
tindakan pemerintah dan pembelaan terhadap kekuasagkan. Perlindungan hukum dari
kekuasaan majikan dapat ditegakkan apabila perapgaundang-undangan ketenagakerjaan
yang memaksa majikan untuk bertindak sesuai dehglmm benar-benar ditaati oleh semua
pihak. Hal ini dikarenakan legitimasi hukum tidagnsata-mata ditentukan oleh standar
hukum, tetapi juga oleh standar sosiologis darsdiis>

Seiring dengan berubahnya struktur interaksi ankargyawan dan pemberi kerja
menjadi aliansi industrial, yang mempengaruhi hglaunkaryawan dan pemberi kerja serta
menyoroti peran pemerintah sebagai pihak ketig&ansnggaran pemerintah pun menjadi
lebih jelas. Sebagai pendukung kesejahteraan barggam tidak bertanya mengapa
pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalamalsegspek kehidupan warga negara
dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteramiuap dan mental bagi seluruh
Indonesia, atau, secara lebih luas, kesejahteedmsar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Munculnya berbagai kebijakan legislatif dalam pkliperburuhan, khususnya di
bidang legislasi dan peraturan pelaksanaannya, enatnyenis intervensi pemerintah dalam
hal ini. Peraturan-peraturan yang dimaksud antara UU No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Buruh dan peraturan pelaksanaandyh,No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Pesageln Perselisihan Hubungan
Industrial, UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminanigbd®naga Kerja, UU No. 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 7 Tahun 198dtang Wajib Lapor

® Asikin, Zainal., dkk.. Dasar-Dasar Hukum Perburuheet. 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2002.
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Ketenagakerjaan di Perusahaan, dan peraturan-pmrdain yang berada di bawah ambang
batas perundang-undangan. Keseluruhannya terdirisd@erangkat undang-undang yang
muncul di Indonesia terkait dengan masalah ketéwmagean atau hal-hal yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan.

Pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan menguraikesnya perlindungan pekerja,
yang meliputi: perlindungan upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
keselamatan dan kesehatan kerja; perlindungan khusus bagi pekerja dan buruh perempuan;
serta hak-hak anak dan penyandang disabilitas Ugriegosiasi dengan pemberi kérja.

Secara spesifik, jaminan perlindungan yang ditaaadntara lain adalah kemampuan
pekerja untuk meningkatkan taraf hidup dirinya #atuarganya, terhindar dari kehilangan
pendapatan dan daya beli, khususnya bagi buruh @¢&arja, serta perlindungan dari
kehilangan pendapatan dan pekerjaan akibat saldfinggal dunia, atau kecelakaan di
tempat kerja.

Perlindungan yang disebutkan di atas hanya merapaebagian kecil dari
perlindungan hukum yang tersedia bagi buruh darengekSetiap pengusaha atau pemberi
kerja yang mempekerjakan tenaga kerja wajib mengeglarakan suatu bentuk perlindungan
tenaga kerja yang dikenal dengan jaminan sosiagterkerja, yang bersifat mendasar dan
berasaskan usaha bersama dan kekeluargaan sekatdmerdengan pemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraan. Bentuk perlindungardijiwai oleh semangat Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dan bersifat umum.

Secara umum, standar hukum publik yang berkaitamgate perlindungan
pekerja/buruh dimaksudkan untuk mengatur lingkuniggema di dalam perusahaan. Hal ini
juga mencakup setiap peraturan hukum publik yanglamepak dan menimbulkan risiko
terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan keselapedarna/buruh ketika mereka melakukan
pekerjaan mereka. Dua bagian yang membentuk rugicup hukum adalah aspek material,
yang mencakup hal-hal seperti perawatan fisik deselamatan kerja, serta waktu kerja dan
mempromosikan perkembangan fisik dan psikologigdaan.

Menurut Imam Soepomo, ada lima (5) bidang di maskeepa diberikan perlindungan
hukum: pengerahan tenaga kerja, hubungan kerja)adteatan kerja, keamanan kerja, dan
jaminan sosial tenaga kerja. Di lain waktu, Imanme@omo membedakan antara tiga (3)
kategori perlindungan tenaga kerja: perlindungaiesaeknis, dan ekonori.

Menurut pendapat dari Zainal Asyhadie, secara tteoterdapat 3 (tiga) jenis
perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial mengacu pada perlindungan temkgit dengan inisiatif sosial
yang memungkinkan pekerja untuk menjalani kehidugamg memuaskan sebagai

® Wahyudi, Eko., Ibid

" Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan. Dj@mbaakarta. 2003

8 Zainal Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakatj@&idang Hubungan Kerja), Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2007 him 78.
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manusia pada umumnya, dan sebagai anggota madydaak&eluarga mereka pada
khususnya. Nama lain dari perlindungan sosial &dataehatan kerja.

2. Perlindungan teknis adalah kategori perlindungamgymencakup semua tindakan
yang digunakan untuk melindungi karyawan dari dsidecelakaan yang disebabkan
oleh peralatan atau perlengkapan yang digunak#ntbat kerja. Keselamatan kerja
adalah istilah yang lebih sering digunakan untukggambarkan perlindungan ini.

3. Perlindungan ekonomi mengacu pada langkah-langkahg ydiambil untuk
memastikan bahwa pekerja menerima cukup uang sét@ap untuk memenuhi
kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka, bg@k&anereka tidak dapat bekerja
karena alasan yang tidak dapat mereka pilih sentiminan sosial adalah istilah
yang umum digunakan untuk menggambarkan jenisnplentigan ini.

Perlindungan pekerja/buruh berdasarkan gaji yantgrigia dikenal sebagai
perlindungan ekonomi, yang biasa disebut jaminasiakoUpaya-upaya yang dilakukan
untuk memastikan bahwa pekerja dan keluarganya Ikemukup uang untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya termasuk dalam perlindungah ini.

Sementara itu, pelaksanaan program jaminan sdsialmegara mencerminkan salah
satu tugas dan kewajibannya untuk memberikan plenigan sosial ekonomi kepada
masyarakat, termasuk para pekéfj®T BPJS mengawasi pelaksanaan jaminan sosial, yang
mencakup perlindungan sosial dan kesehatan di sgmgerlindungan ekonomi. Tujuan
utama program jaminan sosial tenaga kerja adalabkumenjamin hilangnya sebagian
penerimaan pendapatan keluarga dengan memberigastk kelangsungannya.

Negara memiliki kewajiban untuk membuat programijem sosial dalam rangka
menjaga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Separiyak negara berkembang lainnya,
Indonesia telah membuat program jaminan sosialdsartan jaminan sosial yang dibiayai,
yaitu jaminan sosial yang dibiayai oleh peserta osih hanya tersedia untuk pekerja di
sektor formal, sesuai dengan kemampuan keuangamaneg

Program jaminan sosial tenaga kerja juga mencalkjyméah aspek lain, seperti
memberikan perlindungan minimal bagi pekerja ddodganya untuk memenuhi kebutuhan
dasar mereka, dan menghormati tenaga kerja dengadarong kemandirian pekerja serta
mencegah pekerja bergantung pada orang lain unteldapatkan bantuan jika terjadi
kecelakaan kerja, penyakit, hari tua, atau bahapaya.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah jenis asuraasg ydimaksudkan untuk
memberikan tunjangan kepada pekerja sebagai peigggtragian dari penghasilan dan
layanan yang hilang atau berkurang karena peristitaa situasi di luar kendali pekerja,
seperti sakit, kecelakaan kerja, kehamilan, mernimdihari tua, dan kematian.

® Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerj@dang no Kerja. Rajagrafindo Persada.
Jakarta. 2007

19 Indrawati, I. and Simanjuntak, T.R., 2019. Pertamgjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang
Lalai Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BedShagakerjaan. Jurnal Cakrawala Hukum, 2019.),10(1
pp.50-57.
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Tujuan utama program jaminan sosial tenaga kergdahduntuk menjamin aliran
pendapatan yang stabil bagi keluarga. Selain fogram jaminan sosial tenaga kerja juga
bertujuan untuk:

1. Berikan karyawan dan keluarga mereka perlindungamnml untuk memenuhi
kebutuhan dasar mereka..

2. Sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kagiddeetenaga kerja, pemberi kerja
mengajarkan pekerja untuk mandiri sehingga meralak tperlu bergantung pada
orang lain untuk mendapatkan bantuan jika terjatialya yang berhubungan dengan
pekerjaan seperti kecelakaan, penyakit kronis,ndasalah lainnya.

Karena merupakan kewajiban konstitusional pemdritéahadap warga negaranya
dan karena harus diatur secara langsung oleh pstaterdemi terciptanya pemerataan dan
keadilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Rekuliidonesia, maka UU SJSN
dimaksudkan untuk memberikan jaminan fundamentad)yayak bagi seluruh masyarakat.

Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, "Tiap-tiap veanggara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," daal B3 ayat (1) dokumen yang sama,
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama heratasaasas kekeluargaan,” maka
perlindungan hukum bagi pekerja merupakan perwujutik-hak dasar yang melekat dan
dilindungi oleh konstitusi. Hak asasi manusia diigar ketika kebebasan fundamental yang
dijamin oleh konstitusi dilanggar.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja ddumardganya dengan tetap
memperhatikan kemajuan dunia usaha dan kepentipgagusaha, perlindungan terhadap
pekerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasarrmpekan menjamin kesamaan kedudukan
serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapu

Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahtesaanai dengan Pasal 100 UU
Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatksejkhteraan pekerja dan keluarganya.
Tuntutan pekerja/buruh dan tingkat kemampuan pbassa harus menjadi pertimbangan
dalam melaksanakan fasilitas kesejahteraan sebagaidimaksud pada ayat (1). Peraturan
Pemerintah mengatur jenis dan standar fasilitagj&leeraan yang disediakan sesuai dengan
kebutuhan pekerja/buruh dan tingkat kemampuan geaas, sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerfaan.

Perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kdsegam melalui Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja yang diluncurkan oleh pemdriggang wajib dilaksanakan oleh pemberi
kerja, asalkan memenuhi persyaratan memiliki sép(i®) orang karyawan atau lebih dan
memiliki kemampuan finansial untuk menggaji karyamga sebesar satu juta rupiah per
bulan.

Pasal 6 UU Ketenagakerjaan mengacu pada jaminaial desaga kerja, yang
dimaksudkan untuk pekerja. Pekerja yang melakuledenpan selalu terekspos pada bahaya

1 Wwijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Refmi. Sinar Grafika. Jakarta. 2009
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sosial, seperti situasi yang dapat menyebabkanrpean atau hilangnya pendapatan. Oleh
karena itu, untuk menjamin kesejahteraan pekenkdduarganya serta ketenangan dalam
bekerja, pengusaha harus memperkuat perlindungagaekerja.

Hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja bersifat timbal balik; di satu sisi,
pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menjunjuiggyi hak-hak pekerja, dan di sisi lain,
pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menjunjumgggi hak-hak pekerja. Secara umum,
peraturan pemerintah yang bersifat heteronom mentmiggung jawab pemberi kerja untuk
melindungi pekerja di dalam organisasi. Jika pesatuersebut ingin lebih dikaitkan dengan
bisnis tempat karyawan bekerja, maka klausul-klewysubiasanya diatur oleh peraturan
independen, yang dibuat oleh peraturan perusahaay tgrpisah atau melalui diskusi untuk
membuat perjanjian kerja bersama.

Dimulai dengan ketentuan inti dari kontrak kerjdagai dasar hubungan kerja,
tanggung jawab pemberi kerja adalah untuk menyadiaénaga kerja untuk dilakukan oleh
pekerja; dan Membayar upah atau imbalan lain untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.
Sebaliknya, buruh atau pekerja memiliki hak untuklakukan pekerjaan mereka sesuai
dengan kontrak dan dibayar atas kerja mereka. Daltmasi ini, tanggung jawab pekerja
atau buruh adalah menyelesaikan tugas sebaik muisgkuai dengan instruksi atau arahan
pemberi kerja dan dalam waktu yang ditentukan.

Dengan disahkannya UU BPJS dan diikuti dengan &aratPresiden No. 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang kemudian tdidéxagan Peraturan Presiden No. 28
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Rrééadel2 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, maka Sistem Jaminan Sosial NasionaN|S&Bususnya Jaminan Kesehatan di
Indonesia, memasuki era baru.

UU SJSN dan UU BPJS memiliki ide dasar yang samenuvut Pasal 2 UU BPJS,
BPJS harus menyelenggarakan sistem jaminan sosisional dengan menggunakan
pedoman sebagai beriktft:

a. Salah satu konsep yang berhubungan dengan pengharmerhadap martabat
manusia adalah kemanusiaan.

b. Prinsip operasional yang menjadi ciri manajemengyafektif dan efisien adalah
manfaat, dan

c. Keadilan sosial sebagai prinsip dasar bagi seltalayat Indonesia.

Berdasarkan prinsip ini, tujuan dari UU BPJS, sabagna disebutkan dalam Pasal 3,
adalah untuk menjamin seluruh peserta dan/atauvoctamdgluarganya agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak. Sebagaimanautisebdalam Pasal 3 UU SJSN, tujuan
ini jJuga sejalan dengan tujuan sistem jaminan soasional.

UU BPJS menjadi landasan berdirinya BPJS. MenuliiBPJS, BPJS adalah badan
hukum publik, sebagaimana dinyatakan dalam Paaght7(1). Sebagai badan hukum publik,

12 pasal 2 UU BPJS disertai dengan penjelasan pasal.
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BPJS mengatur bagaimana pemerintah dan/atau lemy@garinteraksi dengan masyarakat
dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentinganmuniiakta bahwa kepentingan umum
atau publik dikaitkan dengan BPJS adalah bukti ddat mendasar dari jaminan sosial
nasional, yang tidak lebih dari inisiatif pemerimtgyang dirancang untuk menjamin
kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi setegawnegara Indonesia. Sesuai dengan
peraturan perundangan, BPJS, sebuah badan hukuniik, putiidirikan dengan
menggabungkan empat perusahaan milik negara demgiaan untuk mempercepat
pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bagiutependuduk Indonesia.

Penting untuk membedakan BPJS sebagai organisdsimhupublik dengan
perusahaan hukum privat, yang biasanya didirikam slatu orang atau lebih untuk tujuan
komersial dengan tujuan memaksimalkan keuntungah.idl tidak sama dengan prinsip
nirlaba dalam pendirian jaminan sosial nasionahgyéebih mengutamakan pengelolaan
bisnis daripada penggunaan hasil pengembangan wnk memaksimalkan manfaat bagi
seluruh peserta. Uang yang terkumpul dari iuramgyibayarkan oleh peserta dalam realisasi
UU BPJS merupakan dana amanah, atau uang yangrdibkaa peserta untuk digunakan
demi kepentingan peserta jaminan soSial.

Sesuai dengan program jaminan sosial yang dinayagiBPJS menjalankan
beberapa tugas. UU BPJS Pasal 5 Ayat 2 dengan netdssbagi BPJS menjadi 2 (dua)
kategori: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan berperan untuk mengawasi skemansisukasehatan. BPJS
Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas adminigiragiam jaminan pensiun, jaminan hari
tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan keauk melaksanakan tugas-tugas ini,
BPJS menyelesaikan tugas-tugas berikut:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta

Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta darbesg kerja

Menerima bantuan iuran dari pemerintah

Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingaernees

Mengumpulkan dan mengelola data peserta programgansosial

Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan Ke&sehsesuai dengan

ketentuan program jaminan sosial

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggara progjaminan sosial kepada
peserta dan masyarakat.

I

BPJS diberikan kekuasaan untuk mendukung tanggwalbj yang ditetapkan dalam
UU BPJS dengan melaksanakan:

1. Menagih pembayaran iuran peserta

13 Andika Wijaya, Loc Cit him 32.
1 pasal 10 UU BPJS
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2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investagkmmpendek dan jangka Panjang
dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, soltabilikehati-hatian, keamanan
dana dan hasil yang memadai

3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepekiepatuhan peserta dan
pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuagaie ketentuan peraturan
perundang-undangan jaminan sosial nasional

4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas Kesehatan emancgesar pembayaran
fasilitas Kesehatan yang mengacu pada standay#sadf ditetapkan oleh pemerintah

5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengahtésskKesehatan

6. Mengenakan sanksi administrative kepada peserta @anberi kerja yang tidak
memenuhi kewajibannya.

7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang bsawg mengenai
ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalamemuhi kewajiban lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rarmgkaelenggaraan program
jaminan sosial.

Sesuai dengan manfaat yang ditawarkan oleh BPJ&hK&s), pemberi kerja
bertanggung jawab atas biaya pengobatan pekegamigreka tidak terdaftar di organisasi
tersebut, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 5 Peratuemid®n No. 28/2016 tentang Jaminan
Kesehatan. Pemberi kerja yang tidak mendaftark&eri@e mereka dalam program JKN
dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertdkmda, dan/atau pemberhentian dari
program, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 6.

Tujuan dari perawatan kesehatan adalah untuk mieatien produktivitas pekerja
sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan merekegksemungkin. Tujuan dari program
pemeliharaan kesehatan ini adalah untuk menghiddarmengatasi masalah kesehatan yang
memerlukan diagnosis, pengobatan, dan/atau pensamtatermasuk kehamilan dan
persalinan. Jaminan ini mencakup upaya-upaya umtekingkatkan kesehatan (Promotif)
dan pemulihan (Rehabilitatif).

Perusahaan dapat memperoleh keuntungan denganikneéembga kerja yang sehat
dan produktivitas yang meningkat dengan berfokuapsekerjaan mereka dengan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan. UU SJSN mengatur tentaninga kecelakaan kerja, yang
dirancang untuk menjamin pemegang polis menerimdusan berupa uang tunai dan
manfaat pelayanan kesehatan jika mengalami keamakeerja atau penyakit yang
berhubungan dengan pekerjaan. Salah satu tujuaddé8JSN adalah dibentuknya BPJS.

Peraturan Pemerintah No. 44/2015 tentang Penyedeaggy Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berisi pematikhusus yang berkaitan dengan
jaminan kecelakaan kerja. Jaminan Kecelakaan K@&K) memberikan manfaat dan
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rehabilitasi bagi karyawan yang menderita penygkihg disebabkan oleh tempat kerja
mereka atau yang mengalami kecelakaan saat belkerjaarus kembali ke ruméah.

Dari klausul ini jelas bahwa penyakit dan kecelakdaetempat kerja ditanggung oleh
asuransi kecelakaan kerja. Kecelakaan di tempg kka terjadi dalam perjalanan ke, dari,
atau dalam perjalanan ke tempat kerja. Penyaki y@nhubungan dengan tempat kerja jika
timbul setelah pekerja melakukan pekerjaan dalawgk@ waktu yang cukup lama.

Ketika bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja) (&&fhgat penting untuk
diperhatikan karena penyakit atau kecelakaan dp#&trkerja akan berdampak pada diri
sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Tenagsekatan merupakan salah satu elemen
yang dapat mengurangi kecelakaan kerja. Tenagah&iese memiliki kualifikasi untuk
merawat korban kecelakaan di tempat kerja dan dapahberikan penyuluhan kepada
masyarakat untuk memahami nilai keselamatan dashlésn kerja®

Keselamatan di tempat kerja bertujuan untuk mehigdmyawa pekerja saat mereka
melakukan pekerjaan mereka, meningkatkan hasil gladuktivitas di seluruh negeri,
menjamin keselamatan pekerja dan buruh, dan mergag@er-sumber produksi untuk
memastikan pemeliharaan yang efisien dan aman.

Perusahaan masih perlu memprioritaskan kesehataked@lamatan di tempat kerja,
yang mencakup tindakan proaktif, preventif, korektian rehabilitatif. Sebagai hasilnya,
diantisipasi bahwa mencapai tingkat kesehatan tekgugm yang optimal akan menjadi jalan
yang bermanfaat menuju pertumbuhan. Asuransi keselizga melindungi keluarga pekerja
yang terkena dampak. Tujuan dari asuransi kesehbtayi karyawan adalah untuk
mendukung pertumbuhan di bidang kesehatan dan giatkan produktivitas dengan
memungkinkan mereka untuk bekerja pada tingkat yeiniy tinggi.

Pasal 22 Peraturan Presiden No. 19/2016 tentantp&tean atas Peraturan Presiden
No. 12/2013 menjamin penyediaan layanan kesehataagai berikut: Pelayanan kesehatan
tingkat pertama; pelayanan kesehatan tingkat lanjutan; dan pelayanan kesehatan tingkat
lanjutan yang ditetapkan oleh menteri.

Secara umum, ada tiga cara untuk menyediakan layaraglis ketika menerapkan
asuransi perawatan kesehatan: membayar staf nmemisaslangsung, menyediakan layanan
medis langsung, dan membatasi restitusi. Pekerjg geelakukan persalinan memiliki risiko
terkena penyakit dan kecelakaan kerja. Asuransel&kaan kerja sangat penting untuk
mengkompensasi hilangnya sebagian atau seluruhapatath seseorang yang diakibatkan
oleh cacat fisik atau mental yang disebabkan olstelkkaan di tempat kerja. Mengingat
bahwa penyakit mental yang disebabkan oleh kecahaldi tempat kerja dapat sangat
bervariasi dalam tingkat keparahannya, sehingga woatiuk menilai tingkat kerusakannya,

15 Manulang, Sendjun. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjadonesia. Rineka. Jakarta. 2001
16 Sunyoto, Danang. Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Blamberi kerja. Pustaka Yustita. Jakarta.
2013
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jaminan atau pembayaran hanya diberikan jika peakemengalami gangguan mental
permanen yang menghalangi mereka untuk bekérja.

Kompensasi untuk kecelakaan kerja adalah kompengasj diberikan kepada
karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Karyaataun keluarga mereka akan menerima
kompensasi dalam bentuk uang. Secara teori, korapems dibayarkan secara berkala
sehingga karyawan atau keluarga mereka dapat séwarsisten memenuhi beberapa
kebutuhan dasar mereka. Pembayaran remunerasiddegat dilakukan sekaligus. Hal ini
dimaksudkan untuk mendorong usaha-usaha yang bfratayang dapat meningkatkan
kesejahteraan mereka.

Pasal 15 ayat (1) UU BPJS mengatur pentingnya targggawab pemberi kerja
terhadap jaminan sosial bagi pekerjanya. Disebublaiwa pemberi kerja secara bertahap
wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagsepa BPJS sesuai dengan Program
Jaminan Sosial yang diikuti. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi K8gkin Penyelenggara Negara dan
Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, danefea Bantuan Iuran dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (PP No. 86/2013)gakei pentingnya keikutsertaan
pekerja dalam jaminan sosial dalam Pasal 3 ayat'PEmberi Kerja Selain Penyelenggara
Negara wajib: mendaftarkan dirinya dan pekerjangbagai peserta kepada BPJS secara
bertahap sesuai dengan program jamisasial yang diikutinya; dan memberikan data
dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluargdsmada BPJS secara lengkap dan benar.”

Sanksi administratif dikenakan kepada badan uselammgenyelenggara negara yang
lalai memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pakga sebagai Peserta BPJS. Sanksi
administratif dapat berupa teguran tertulis, dedda/atau tindakan lain yang dilakukan oleh
BPJS, serta penolakan atas sebagian pelayanak yahly akan diberikan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

KESIMPULAN

Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, petale menegaskan jenis-jenis
hak yang dimiliki oleh pekerja dan juga memberikaminan untuk menegakkan hak-hak
tersebut. Pemberlakuan beberapa undang-undangmgangatur tentang pengupahan, jam
kerja, cuti dan liburan, kesehatan dan keselamiedga, kelompok pekerja/buruh, dan hal-
hal lain secara umum merupakan bentuk perlinduygag berkaitan dengan hal tersebut di
atas.

Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program gai ¢lisusun sebagai program jaminan
sosial di bidang ketenagakerjaan yang mencakumgmsosial dan kesehatan. Menciptakan
tempat kerja yang aman merupakan salah satu céul mengurangi dan/atau meniadakan

" Asyhadie, Zaeni. Loc Cit
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kecelakaan kerja, yang dapat meningkatkan efisigasi produktivitas pekerja dan buruh.
Oleh karena itu, pengusaha harus memiliki asur&aselakaan kerja. Kompensasi dan
rehabilitasi ditawarkan oleh asuransi kecelakaamakieepada karyawan yang mengalami
cedera atau penyakit akibat kerja yang terjadiransaat mereka berangkat kerja dan saat
mereka kembali ke rumah. Dalam hal hukuman, dalaah fpemberi kerja tidak
mengikutsertakan karyawan atau buruh.

Notaris dapat digolongkan sebagai pemberi kerjdasarkan Pasal 1 angka 9 UUJN
jika dilihat dari hubungan hukum antara notaris gegawai notaris. Hal ini dikarenakan
kantor notaris merupakan suatu badan usaha yangwaekan jasa di bidang pelayanan jasa,
dalam hal ini jasa pembuatan akta otentik. SemuamatUU BPJS yang berkaitan dengan
Perusahaan juga berlaku untuk kantor notaris jkarrs dianggap sebagai pemberi kerja dan
kantor notaris sebagai badan hukum yang membejalsan Oleh karena itu, pegawai notaris
juga berhak untuk mendaftarkan diri sebagai pe&#t5 baik untuk BPJS Ketenagakerjaan
maupun BPJS Kesehatan.
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